MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 959 TAHUN 2024
TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN MANAJERIAL DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

a.

—

bahwa untuk menyelenggarakan manajemen Kkarier
berbasis sistem merit, meningkatkan dan
mengembangkan profesionalitas, dan mengembangkan
kompetensi dan kinerja dalam pelaksanaan tugas jabatan
di Kementerian Perdagangan, perlu menetapkan Standar
Kompetensi  Jabatan  Manajerial di lingkungan
Kementerian Perdagangan;

bahwa standar kompetensi jabatan manajerial di
lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a disusun berdasarkan ketentuan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2024
tentang Kamus Kompetensi Teknis Bidang Perdagangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Perdagangan tentang Standar
Kompetensi Jabatan  Manajerial di  lingkungan
Kementerian Perdagangan;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KETIGA

KEEMPAT

2.

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 492);

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2024
tentang Kamus Kompetensi Teknis Bidang Perdagangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
356).

MEMUTUSKAN:
STANDAR KOMPETENSI JABATAN MANAJERIAL DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Menetapkan Standar Kompetensi Jabatan Manajerial di
lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Menteri ini.

Standar Kompetensi Jabatan Manajerial di lingkungan
Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU terdiri atas:

Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,;
Standar Kompetensi Jabatan Administrator; dan

Standar Kompetensi Jabatan Pengawas.

e oe

Standar Kompetensi Jabatan Manajerial di lingkungan
Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA, meliputi:

a. ikhtisar jabatan;

b. kompetensi manajerial;

c. kompetensi sosial kultural,

d. kompetensi teknis; dan

e persyaratan jabatan.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan
Menteri Perdagangan Nomor 1164/M-DAG/KEP/10/2014
tentang Standar Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Juli 2024

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN




A.

B.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR
TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN MANAJERIAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

STANDAR KOMPETENSI JABATAN MANAJERIAL DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Daftar Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan
Kementerian Perdagangan

Nomor Kode

Jabatan

Nama Standar Kompetensi

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

1-02-44-00-10-000

Sekretaris Jenderal

1-02-44-00-20-000

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

1-02-44-00-30-000

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib

Niaga

1-02-44-00-40-000

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

1-02-44-00-50-000

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan

Internasional

1-02-44-00-60-000

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional

1-02-44-00-70-000

Inspektur Jenderal

1-02-44-00-80-000

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

Komoditi

1-02-44-00-90-000

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan

1-02-44-00-00-001

Staf Ahli Bidang Pengamanan Pasar

1-02-44-00-00-002

Staf Ahli Bidang Manajemen dan Tata Kelola

1-02-44-00-00-003

Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional

1-02-44-00-00-004

Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar
Lembaga

Daftar

Standar Kompetensi

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di

lingkungan Kementerian Perdagangan

Nomor Kode

Jabatan

Nama Standar Kompetensi

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

1-03-44-00-11-000

Kepala Biro Perencanaan

1-03-44-00-12-000

Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1-03-44-00-13-000

Kepala Biro Keuangan




Nomor Kode

Jabatan

Nama Standar Kompetensi

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

1-03-44-00-14-000

Kepala Biro Hukum

1-03-44-00-15-000

Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan

1-03-44-00-16-000

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

1-03-44-00-17-000

Kepala Biro Advokasi Perdagangan

1-03-44-00-10-001

Kepala Pusat Penanganan Isu Strategis

1-03-44-00-10-002

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Perdagangan

1-03-44-00-10-003

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

Perdagangan

1-03-44-00-10-004

Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor

dan Jasa Perdagangan

1-03-44-00-10-005

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi

1-03-44-00-21-000

Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam

Negeri

1-03-44-00-22-000

Direktur Bina Usaha Perdagangan

1-03-44-00-23-000

Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik

1-03-44-00-24-000

Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

1-03-44-00-25-000

Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam

Negeri

1-03-44-00-26-000

Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan

Perdagangan Jasa

1-03-44-00-31-000

Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen

dan Tertib Niaga

1-03-44-00-32-000

Direktur Pemberdayaan Konsumen

1-03-44-00-33-000

Direktur Standardisasi Dan Pengendalian Mutu

1-03-44-00-34-000

Direktur Metrologi

1-03-44-00-35-000

Direktur Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa

1-03-44-00-36-000

Direktur Tertib Niaga

1-03-44-00-41-000

Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

1-03-44-00-42-000

Direktur Ekspor Produk Pertanian Dan Kehutanan

1-03-44-00-43-000

Direktur Ekspor Produk Industri Dan Pertambangan

1-03-44-00-44-000

Direktur Impor

1-03-44-00-45-000

Direktur Fasilitasi Ekspor Dan Impor

1-03-44-00-46-000

Direktur Pengamanan Perdagangan
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Nomor Kode

Jabatan

Nama Standar Kompetensi

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

1-03-44-00-51-000

Sekretaris Direktorat Jenderal Perundingan

Perdagangan Internasional

1-03-44-00-52-000

Direktur Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia

1-03-44-00-53-000

Direktur Perundingan ASEAN

1-03-44-00-54-000

Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi

Internasional

1-03-44-00-55-000

Direktur Perundingan Bilateral

1-03-44-00-56-000

Direktur Perundingan Perdagangan Jasa

1-03-44-00-61-000

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor

Nasional

1-03-44-00-62-000

Direktur Pengembangan Pasar Dan Informasi Ekspor

1-03-44-00-63-000

Direktur Direktorat Pengembangan Ekspor Produk

Manufaktur

1-03-44-00-64-000

Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk

Kreatif

1-03-44-00-65-000

Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer

1-03-44-00-71-000

Sekretaris Inspektorat Jenderal

1-03-44-00-72-000

Inspektur I

1-03-44-00-73-000

Inspektur II

1-03-44-00-74-000

Inspektur III

1-03-44-00-75-000

Inspektur IV

1-03-44-00-81-000

Sekretaris Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

Komoditi

1-03-44-00-82-000

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan

Penindakan

1-03-44-00-83-000

Kepala Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka

Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang

Komoditas

1-03-44-00-84-000

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi

Gudang dan Pasar Lelang Komoditas

1-03-44-00-85-000

Kepala Biro Pembinaan dan  Pengembangan

Perdagangan Berjangka Komoditi

1-03-44-00-91-000

Sekretaris Badan Kebijakan Perdagangan




C. Daftar

Nomor Kode

Jabatan

Nama Standar Kompetensi

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

1-03-44-00-92-000

Kepala Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik

1-03-44-00-93-000

Kepala Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional

1-03-44-00-94-000

Kepala Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan

Perdagangan

Standar

Kompetensi

Jabatan Administrator di lingkungan

Kementerian Perdagangan

Nomor Kode

Jabatan

Nama Standar Kompetensi

Jabatan Administrator

2-04-44-00-10-102

Kepala Bagian Tata Usaha

2-04-44-00-21-100

Kepala Bagian Umum

2-04-44-00-15-300

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan

2-04-44-00-15-100

Kepala Bagian Perlengkapan

2-04-44-00-15-200

Kepala Bagian Rumah Tangga

2-04-44-00-13-100

Kepala Bagian Barang Milik Negara

2-04-44-00-10-202

Kepala Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu

2-04-44-00-10-202

Kepala Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia

Metrologi, Mutu, dan Jasa Perdagangan

2-04-44-00-10-302

Kepala Balai Pelatihan Aparatur Perdagangan

2-04-44-00-33-300

Kepala Balai Pengujian Mutu Barang

2-04-44-00-33-100

Kepala Balai Kalibrasi

2-04-44-00-33-200

Kepala Balai Sertifikasi

2-04-44-00-34-400

Kepala Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat
Timbang dan Alat Perlengkapan

2-04-44-00-34-500

Kepala Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi

Legal

2-04-44-00-34-100

Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal

2-04-44-00-36-100

Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga




Perdagangan
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D. Daftar Standar Kompetensi Jabatan Pengawas di lingkungan Kementerian

Nomor Kode

Jabatan

Nama Standar Kompetensi Jabatan Pengawas

2-05-44-00-11-010

Kepala Subbagian Tata Usaha

2-05-44-00-21-110

Kepala Subbagian Barang Milik Negara dan Rumah
Tangga

2-05-44-00-13-120

Kepala Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara

2-05-44-00-13-110

Kepala Subbagian Pemanfaatan dan Penghapusan

Barang Milik Negara

2-05-44-00-15-220

Kepala Subbagian Urusan Dalam

2-05-44-00-15-230

Kepala Subbagian Pemeliharaan

2-05-44-00-15-210

Kepala Subbagian Keamanan

2-05-44-00-15-320

Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri

2-05-44-00-15-330

Kepala Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri, Staf Ahli,
dan Staf Khusus

2-05-44-00-15-310

Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal

2-05-44-00-15-340

Kepala Subbagian Protokol

2-05-44-00-10-622

Kepala Subbagian Administrasi Akademik dan

Kemahasiswaan

2-05-44-00-10-612

Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan
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A. Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

1. Standar Kompetensi Jabatan Sekretaris Jenderal

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

Sekretaris Jenderal

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
Perdagangan

1-02-44-00-10-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA
I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, serta
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh wunsur organisasi di lingkungan
Kementerian Perdagangan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku agar visi dan misi
organisasi tercapai.

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi ‘ Level ‘ Deskripsi ‘ Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas S Mampu 5.1 Mempertahankan
menjadi role tingkat standar keadilan
model  dalam dan etika yang tinggi
penerapan dalam perkataan dan
standar tindakan sehari-hari
keadilan  dan yang dipatuhi oleh
etika di tingkat seluruh pemangku
nasional kepentingan pada

lingkup instansi yang
dipimpinnya;

5.2 Menjadi “role model” /
keteladanan dalam
penerapan standar
keadilan dan etika yang
tinggi di tingkat nasional;

5.3 Membuat konsep
kebijakan dan strategi
penerapan sikap
integritas dalam
pelaksanaan tugas dan
norma-norma yang
sejalan dengan nilai
strategis organisasi.

2. Kerjasama S Menciptakan 5.1 Menciptakan hubungan
situasi kerja kerja yang konstruktif
sama secara dengan menerapkan
konsisten, baik norma / etos / nilai-nilai
di dalam kerja yang baik di dalam
maupun di luar dan di luar organisasi;
instansi meningkatkan

produktivitas dan
menjadi panutan dalam
organisasi;

5.2 Secara konsisten
menjaga sinergi agar
pemangku kepentingan
dapat bekerja sama
dengan orang di dalam
maupun di luar
organisasi;




5.3

Membangun konsensus
untuk menggabungkan
sumberdaya dari
berbagaipemangku
kepentingan untuk
tujuan  bangsa dan
negara.

3. Komunikasi

Menggagas
sistem
komunikasi
yang terbuka
secara strategis
untuk mencari
solusi dengan
tujuan
meningkatkan
kinerja

5.1

5.2

5.3

Menghilangkan
hambatan komunikasi;
mampu berkomunikasi
dalam isu-isu nasional
yang memiliki resiko
tinggi, menggalang
hubungan dalam skala
strategis di  tingkat
nasional;

Menggunakan  saluran
komunikasi formal dan
non formal guna
mencapai kesepakatan
dengan tujuan
meningkatkan kinerja di
tingkat
instansi/nasional;
Menggagas
komunikasi dengan
melibatkan  pemangku
kepentingan sejak dini
untuk mencari solusi
dengan tujuan
meningkatkan kinerja di
tingkat
instansi/nasional.

sistem

4. Orientasi pada
hasil

Meningkatkan
mutu
pencapaian
kerja organisasi

5.1

5.2

5.3

Memastikan kualitas
sesuai  standar dan
keberlanjutan hasil kerja
organisasi yang memberi
kontribusi pada
pencapaian target
prioritas nasional;
Memastikan tersedianya
sumber daya organisasi
untuk menjamin
tercapainya target
prioritas
instansi/nasional;
Membuat kebijakan
untuk menerapkan
metode kerja yang lebih
efektif-efisien dalam
mencapai tujuan
prioritas nasional.

5. Pelayanan Publik

Mampu
memastikan
kebijakan-
kebijakan
pelayanan
publik yang
menjamin
terselenggara-

5.1

Mampu menciptakan
kebijakan kebijakan
pelayanan publik yang
terselenggaranya

pelayanan publik yang
objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak
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nya pelayanan
publik yang
objektif, netral,
tidak memihak,
tidak
diskriminatif,
serta tidak
terpengaruh
kepentingan
pribadi/
kelompok/
partai politik

5.2

5.3

terpengaruh
kepentingan
pribadi/kelompok/
partai politik;
Menginternalisasikan
nilai dan  semangat
pelayanan publik yang
mengikuti standar
objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif,
transparan, tidak
terpengaruh
kepentingan
pribadi/kelompok
kepada setiap individu di
lingkungan
instansi/nasional;
Menjamin
terselenggaranya
pelayanan publik yang
objektif, netral, tidak

memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak
terpengaruh
kepentingan
pribadi/kelompok/
partai politik.
6. Pengembangan diri Menciptakan 5.1 Menciptakan situasi
dan orang lain situasi yang yang mendorong
mendorong individu, kelompok, unit
organisasi kerja untuk
untuk mengembangkan
mengembang- kemampuan belajar
kan secara berkelanjutan
kemampuan ditingkat instansi;
belajar secara | 5.2 Merekomendasikan/
berkelanjutan memberikan
dalam rangka penghargaan bagi upaya
mendukung pengembangan yang
pencapaian berhasil, memastikan
hasil dukungan bagi orang
lain dalam
mengembangkann
kemampuan dalam unit
kerja di tingkat instansi;
5.3 Secara  berkelanjutan,
mencari cara-cara baru
untuk memberi nilai
tambah bagi perubahan
yang tengah dijalankan
agar memberi manfaat
yang lebih besar bagi
para pemangku
kepentingan.
7. Mengelola Memimpin, 5.1 Membuat kebijakan-
Perubahan menggalang kebijakan yang
dan mendorong perubahan
menggerakan yang berdampak pada

dukungan
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pemangku pencapaian sasaran
kepentingan prioritas nasional;
untuk 5.2 Menggalang dan
menjalankan menggerakan dukungan
perubahan para pemangku
secara kepentingan untuk
berkelanjutan mengimplementasikan
pada tingkat perubahan yang telah
instansi/ ditetapkan,;
nasional 5.3 Secara  berkelanjutan,
mencari cara-cara baru
untuk memberi nilai
tambah bagi perubahan
yang tengah dijalankan
agar memberi manfaat
yang lebih besar bagi
para pemangku
kepentingan.
8. Pengambilan Menghasilkan 5.1 Menghasilkan solusi
Keputusan solusi dan yang dapat mengatasi
mengambil permasalahan jangka
keputusan panjang;
untuk 5.2 Menghasilkan solusi
mengatasi strategis yang
permasalahan berdampak pada tataran
jangka instansi/nasional;
panjang/strate | 5.3 Membuat keputusan
gis, berdampak atau kebijakan yang
nasional berdampak nasional
dengan memitigasi risiko
yang mungkin timbul.
B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa Wakil 5.1 Menjadi wakil
pemerintah pemerintah yang mampu
untuk membangun hubungan
membangun sosial psikologis dengan
hubungan masyarakat sehingga
sosial menciptakan kelekatan
psikologis yang kuat antara ASN

5.2

5.3

dan para pemangku
kepentingan serta
diantara para pemangku
kepentingan itu sendiri;
Mampu
mengkomunikasikan
dampak risiko yang
teridentifikasi dan
merekomendasikan
tindakan korektif
berdasarkan
pertimbangan perbedaan
latar belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik untuk
membangun hubungan
jangka panjang;

Mampu membuat
kebijakan yang
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mengakomodasi
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi

politik yang berdampak
positif secara nasional.

C. Teknis

10. Penyusunan Memiliki 5.1 Mampu mengevaluasi
Dukungan kemampuan dan memprakarsai
Kebijakan pengambilan gagasan-gagasan terkait
Strategis kebijakan hambatan dan/atau

strategis sesuai rekomendasi kebijakan

bidang  tugas strategis dengan

jabatan pendekatan inter dan
multi disipliner;

5.2 Mampu mengelola
jejaring
kebijakan/ policy
network dalam
implementasi kebijakan
strategis;

5.3 Mampu bertindak
sebagai
narasumber/mentor di
tingkat nasional atau
internasional terkait
kebijakan strategis.

11. Penyusunan Membuat 5.1 Mampu memberikan
Perencanaan kebijakan arahan terkait pola kerja
Renstra, Renja, terintegrasi unit yang berada
Penganggaran dan terkait dibawah kendalinya;
Pengalokasian penyusunan 5.2 Mampu membuat
Anggaran perencanaan kebijakan atas hal-hal

(termasuk yang berhubungan
renstra dan dengan penyusunan
renja) dan perencanaan (termasuk
pengalokasian renstra dan renja) dan
anggaran penganggaran;

5.3 Mampu membuat
kebijakan yang saling
memberikan dampak
terhadap tugas pokok
dan fungsi penyusunan
perencanaan (termasuk
renstra dan renja) dan
penganggaran agar lebih
efektif dan efisien dengan
memperhatikan
rekomendasi yang ada.

12. Manajemen Mengembang- 5.1 Mengidentifikasi
Sumber Daya kan konsep, kelemahan dan
Manusia Aparatur teori dan kekurangan dalam
Sipil Negara kebijakan dan teori, konsep dan

menjadi kebijakan manajemen
sumber SDM ASN;

rujukan untuk | 5.2 Mengembangkan teori,
implementasi konsep dan kebijakan
serta manajemen SDM untuk
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pemecahan menghasilkan pegawai
masalah ASN memiliki integritas,
manajemen profesional, netral dan
Sumber Daya mampu berperan
Manusia sebagai perekat NKRI;
Aparatur Sipil | 5.3 Menjadi sumber
Negara rujukan utama
(nasional) dalam
implementasi kebijakan
dan pemecahan
masalah dalam
penerapan manajemen
SDM ASN.
13. Analisis dan Mampu 5.1 Mampu
Evaluasi Hukum mengembang- merekomendasikan

kan konsep, perbaikan dari teori,

teori, konsep, dan kebijakan

kebijakan, dan analisis dan evaluasi

menjadi hukum nasional beserta

sumber pelaksanaanya;

rujukan untuk | 5.2 Mampu

implementasi mengembangkan teori,

serta konsep, dan kebijakan

pemecahan analisis dan evaluasi

masalah hukum nasional, serta

analisis dan meyakinkan stakeholder

evaluasi hukum agar dapat menerima
teori, konsep, dan
kebijakan yang telah
dikembangkan;

5.3 Menjadi sumber rujukan
utama (nasional) dalam
implementasi kebijakan
dan pemecahan masalah
dalam  analisis dan
evaluasi hukum.

14. Advokasi Mampu 5.1 Mengembangkan
Kebijakan mengembang- konsep, teori kebijakan
Pengelolaan kan kebijakan operasional, dan metode
Kekayaan Negara operasional, advokasi  berdasarkan

dan strategi kebijakan strategis
advokasi sesuai lingkup tugas;
kebijakan 5.2 Memberikan solusi
pengelolaan terbaik dalam
kekayaan menghadapi situasi
negara masalah khusus atas
advokasi kebijakan;

5.3 Menjadi sumber rujukan
utama dalam rangka
advokasi kebijakan.

15. Manajemen Mengembang- 5.1 Mengidentifikasi,
Perkantoran kan konsep, menganalisis, teori,

teori, konsep, kebijakan
kebijakan, dan manajemen perkantoran
menjadi serta  pelaksanaannya
sumber untuk menemukenali
rujukan untuk kelebihan dan
implementasi kekurangan dan
serta rekomendasi

pemecahan perbaikannya;
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masalah 5.2 Mengembangkan teori,

manajemen konsep dan kebijakan

perkantoran terkait manajemen
perkantoran,

meyakinkan stakeholder
dan shareholder terkait
untuk menerima konsep,
teori dan kebijakan yang
dikembangkan;

5.3 Menjadi sumber rujukan
utama (nasional) dalam
implementasi kebijakan
dan pemecahan masalah
dalam manajemen
perkantoran.

III. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Tingkat pentingnya
Uraian terhadap jabatan

Mutlak| Penting | Perlu

A. Pendidikan | 1. Jenjang

Minimal Strata 1/ Diploma IV

2. Bidang Semua Jurusan
[Imu
B. Pelatihan 1. Manajerial | Diklat PIM Tingkat I v
2. Teknis
3. Fungsional
C. Pengalaman kerja Memiliki

pengalaman paling
singkat 6 (enam)
tahun sebagai JPT v
Pratama dan/atau
Jabatan Fungsional

Ahli Utama
D. Pangkat Iv/d
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas peningkatan pelayanan informasi
publik.

2. Kualitas peningkatan profesionalisme dan
kemampuan manajemen usaha SDM
perdagangan.

3. Kualitas  peningkatan  birokrasi yang
transparan, akuntabel, dan bersih.

4. Kuantitas dokumen  perumusan dan
pelaksanaan kebijakan organisasi.

5. Kualitas pelaksanaan advokasi hukum.

6. Kualitas pembinaan dan pemberian
dukungan administrasi serta pembinaan dan
penataan organisasi tata laksana.

7. Kualitas pengelolaan barang milik negara dan

pengadaan barang/jasa.




2. Standar Kompetensi Jabatan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan
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Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
Perdagangan

1-02-44-00-20-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Menyelenggarakan  perumusan dan  pelaksanaan
kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan
perdagangan dalam negeri yang mencakup pembinaan
usaha perdagangan dan pelaku distribusi,
pengembangan serta pengelolaan sarana perdagangan
dan logistik, pengendalian distribusi dan ketersediaan
barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting,
peningkatan pemasaran produk dalam negeri serta
perdagangan melalui sistem elektronik dan perdagangan
jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku agar visi dan misi organisasi tercapai.

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

| Level | Deskripsi ‘ Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

5 Mampu menjadi | 5.1
role model dalam
penerapan

standar keadilan
dan etika di

tingkat nasional

Mempertahankan
tingkat standar
keadilan dan etika
yang tinggi dalam
perkataan dan
tindakan sehari-hari
yang dipatuhi oleh
seluruh pemangku
kepentingan pada
lingkup instansi yang
dipimpinnya;

Menjadi “role model” /
keteladanan dalam
penerapan standar
keadilan dan etika
yang tinggi di tingkat
nasional;

Membuat konsep
kebijakan dan strategi
penerapan sikap
integritas dalam
pelaksanaan tugas
dan norma-norma
yang sejalan dengan
nilai strategis
organisasi.

5.2

5.3

2. Kerjasama

Menciptakan 5.1
situasi kerja
sama secara
konsisten, baik di
dalam maupun di

luar instansi

Menciptakan
hubungan kerja yang
konstruktif dengan
menerapkan norma /
etos / nilai-nilai kerja
yang baik di dalam
dan di luar organisasi;
meningkatkan
produktivitas dan
menjadi panutan
dalam organisasi;
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5.2

5.3

Secara konsisten
menjaga sinergi agar
pemangku
kepentingan dapat
bekerja sama dengan
orang di dalam
maupun di luar
organisasi;
Membangun
konsensus untuk
menggabungkan
sumberdaya dari
berbagai  pemangku
kepentingan untuk
tujuan bangsa dan
negara.

3. Komunikasi

Menggagas
sistem
komunikasi yang
terbuka  secara
strategis untuk
mencari  solusi
dengan  tujuan
meningkatkan
kinerja

5.1

5.2

5.3

Menghilangkan
hambatan
komunikasi; mampu
berkomunikasi dalam
isu-isu nasional yang
memiliki resiko tinggi,
menggalang hubungan
dalam skala strategis
di tingkat nasional;
Menggunakan saluran
komunikasi formal
dan non formal guna
mencapai kesepakatan
dengan tujuan
meningkatkan kinerja
di tingkat
instansi/nasional,;
Menggagas sistem
komunikasi = dengan
melibatkan pemangku
kepentingan sejak dini
untuk mencari solusi
dengan tujuan
meningkatkan kinerja
di tingkat
instansi/nasional.

4. Orientasi pada
hasil

Meningkatkan
mutu pencapaian
kerja organisasi

5.1

5.2

5.3

Memastikan kualitas
sesuai standar dan
keberlanjutan hasil
kerja organisasi yang
memberi kontribusi
pada pencapaian
target prioritas
nasional;

Memastikan
tersedianya  sumber
daya organisasi untuk
menjamin tercapainya
target prioritas
instansi/nasional,
Membuat  kebijakan
untuk menerapkan
metode kerja yang
lebih efektif-efisien
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dalam mencapai
tujuan prioritas
nasional.

5. Pelayanan Publik Mampu 5.1 Mampu menciptakan
memastikan kebijakan  kebijakan
kebijakan- pelayanan publik yang
kebijakan terselenggaranya
pelayanan publik pelayanan publik yang
yang menjamin objektif, netral, tidak
terselenggaranya memihak, tidak
pelayanan publik diskriminatif, serta
yang objektif, tidak terpengaruh
netral, tidak kepentingan
memihak, tidak pribadi/kelompok/par
diskriminatif, tai politik;
serta tidak | 5.2 Menginternalisasikan
terpengaruh nilai dan semangat
kepentingan pelayanan publik yang
pribadi/ mengikuti standar
kelompok/partai objektif, netral, tidak
politik memihak, tidak

diskriminatif,
transparan, tidak
terpengaruh
kepentingan
pribadi/kelompok
kepada setiap individu
di lingkungan
instansi/nasional,;

5.3 Menjamin
terselenggaranya
pelayanan publik yang
objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif, serta
tidak terpengaruh
kepentingan
pribadi/kelompok/
partai politik.

6. Pengembangan diri Menciptakan 5.1 Menciptakan situasi

dan orang lain situasi yang yang mendorong
mendorong individu, kelompok,
organisasi untuk unit  kerja  untuk
mengembangkan mengembangkan
kemampuan kemampuan  belajar
belajar secara secara berkelanjutan
berkelanjutan di tingkat instansi;
dalam rangka | 5.2 Merekomendasikan /
mendukung memberikan
pencapaian hasil penghargaan bagi
upaya pengembangan
yang berhasil,
memastikan
dukungan bagi orang
lain dalam
mengembangkann
kemampuan dalam
unit kerja di tingkat
instansi;
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5.3 Secara berkelanjutan,
mencari cara-cara
baru untuk memberi
nilai tambah  bagi
perubahan yang
tengah dijalankan agar
memberi manfaat yang
lebih besar bagi para
pemangku
kepentingan.

7. Mengelola Memimpin, 5.1 Membuat kebijakan-

Perubahan menggalang dan kebijakan yang

menggerakan mendorong perubahan
dukungan yang berdampak pada
pemangku pencapaian  sasaran
kepentingan prioritas nasional;
untuk 5.2 Menggalang dan
menjalankan menggerakan
perubahan dukungan para
secara pemangku
berkelanjutan kepentingan untuk
pada tingkat mengimplementasikan
instansi/ perubahan yang telah
nasional ditetapkan;

5.3 Secara berkelanjutan,
mencari cara-cara
baru untuk memberi
nilai tambah  bagi
perubahan yang
tengah dijalankan agar
memberi manfaat yang
lebih besar bagi para
pemangku
kepentingan.

8. Pengambilan Menghasilkan 5.1 Menghasilkan solusi
Keputusan solusi dan yang dapat mengatasi
mengambil permasalahan jangka
keputusan untuk panjang;
mengatasi 5.2 Menghasilkan solusi
permasalahan strategis yang
jangka panjang/ berdampak pada
strategis, tataran
berdampak instansi/nasional,;
nasional 5.3 Membuat keputusan
atau kebijakan yang
berdampak nasional
dengan memitigasi
risiko yang mungkin
timbul.
B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa Wakil 5.1 Menjadi wakil
pemerintah pemerintah yang
untuk mampu membangun
membangun hubungan sosial
hubungan sosial psikologis dengan
psikologis masyarakat sehingga
menciptakan

kelekatan yang kuat
antara ASN dan para
pemangku
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kepentingan serta
diantara para
pemangku
kepentingan itu
sendiri;

5.2 Mampu
mengkomunikasikan
dampak risiko yang
teridentifikasi dan
merekomendasikan
tindakan korektif
berdasarkan
pertimbangan
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik untuk
membangun
hubungan jangka
panjang;

5.3 Mampu membuat
kebijakan yang
mengakomodasi
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik yang
berdampak positif
secara nasional.

C. Teknis
10.Penyusunan Mengembangkan | 5.1 Mengembangkan
Kebijakan Bidang teori, konsep, teori, konsep, teknik,
Perdagangan penyusunan, metode tahapan
implementasi perumusan kebijakan,
dan monitoring implementasi
evaluasi kebijakan dan
kebijakan evaluasi dan
monitoring kebijakan;

5.2 Mampu menyusun
buku, pedoman,
teknik metode
perumusan dan
penyusunan,
implementasi,
monitoring dan
evaluasi kebijakan;

5.3 Mampu memperbarui

aspek-aspek

kebijakan bidang
perdagangan sehingga
menjadi rujukan
utama dan mampu
menjadi mentor
(nasional) dalam
penyusunan

implementasi dan
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monitoring dan
evaluasi serta
pemecah masalah
terkait kebijakan
bidang perdagangan.
11.Advokasi Mampu 5.1 Mampu
Kebijakan Bidang mengembang mengembangkan
Perdagangan kan, konsep, konsep, teori,
teori, kebijakan kebijakan, teknik
advokasi yang metode advokasi
sinergis dan kebijakan publik;
terintegrasi yang | 5.2 Mampu
berdampak mengembangkan
nasional strategi advokasi
kebijakan,
sinkronisasi dan
koordinasi
implementasi
Kebijakan yang
terintegrasi dan saling
melengkapi
(komplementer)
dengan kebijakan lain
yang dapat
memberikan dampak
positif di  tingkat
nasional;

5.3 Menjadi sumber
rujukan utama dan
mentor (nasional)
dalam  pelaksanaan
advokasi kebijakan.

12.Manajemen Mampu 5.1 Mampu merumuskan
Logistik merumuskan kebijakan logistik
kebijakan dan nasional dalam
menjamin rangka  mengurangi
terselenggaranya disparitas harga dan
pelaksanaan memperluas akses
kegiatan pasar barang di
manajemen masyarakat;
logistik nasional | 5.2 Mampu
dalam rangka mengkoordinasikan
mendukung penyusunan
peningkatan kebijakan nasional
perekonomian yang terkait dengan
nasional logistik dengan sektor-
sektor terkait;

5.3 Mampu
menggerakkan
dukungan para
pemangku
kepentingan untuk
mengimplementasika
n kebijakan logistik
yang telah ditetapkan;

5.4 Mampu memastikan

tersedianya  sumber
daya organisasi untuk
menjamin tercapainya
target prioritas
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instansi/nasional di
bidang logistik.

13.Penataan Usaha
dan Pelaku Usaha
Bidang Distribusi
dan Perdagangan
Jasa

Mampu
merumuskan
kebijakan terkait
penataan pelaku
usaha
perdagangan jasa
serta
mengembangkan
strategi dan
metode penataan
pelaku usaha
perdagangan jasa
dalam  lingkup
nasional

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Mampu
mengembangkan
kebijakan dan
implementasi
kebijakan  penataan
pelaku usaha
perdagangan jasa yang
mendukung
keberpihakan
terhadap produsen
dalam negeri;

Mampu mengkaji
ulang dan melakukan
perbaikan rencana
dan strategi layanan
perizinan dan
pembinaan pelaku
usaha  perdagangan
jasa;

Mampu membuat
inovasi dalam
pelaksanaan layanan
perizinan dan
pembinaan pelaku
usaha bidang
perdagangan jasa yang
dapat dijadikan
rujukan nasional,
Mampu
mengkoordinasikan
penyusunan kebijakan
nasional yang terkait
dengan penataan
pelaku usaha
perdagangan jasa
dengan sektor-sektor
terkait;

Mampu
mengembangkan
kebijakan terkait
penataan pelaku
usaha  perdagangan
jasa dalam rangka
mewujudkan iklim
usaha yang kondusif
secara nasional.

14.Stabilisasi Harga
Barang Pokok dan
Barang Penting

Mampu
melakukan
kajian
rangka
merumuskan
kebijakan terkait
stabilisasi harga
dan memastikan
kebijakan-
kebijakan  yang
dikeluarkan
mendukung

dalam

5.1

Mampu melakukan
kajian penentuan
kriteria daerah dan
penentuan  prioritas
dalam implementasi
kebijakan stabilisasi
harga nasional yang
mendukung

keberpihakan

terhadap produsen
dalam negeri;
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terjaganya 5.2 Mampu

stabilitas harga mengkoordinasikan

barang penyusunan kebijakan

kebutuhan nasional yang terkait

pokok dan dengan stabilisasi

barang penting harga dengan sektor-
sektor terkait;

5.3 Mampu
menggerakkan
dukungan para
pemangku
kepentingan untuk
mengimplementasikan
kebijakan di bidang
stabilisasi harga;

5.4 Mampu memberikan
rekomendasi untuk
penyusunan  neraca
perdagangan.

15.Edukasi S Mampu 5.1 Mampu merumuskan
Penggunaan dan merumuskan dan mengembangkan
Pemasaran Produk dan dan kebijakan
Dalam Negeri mengembangkan penggunaan  produk
kebijakan terkait dalam negeri nasional
penggunaan yang mendukung
dalam negeri dan keberpihakan
memastikan terhadap produsen
kebijakan- dalam negeri;
kebijakan yang | 5.2 Mampu
dikeluarkan mengkoordinasikan
mendukung penyusunan kebijakan
peningkatan nasional yang terkait
penggunaan dengan penggunaan
produk dalam produk dalam negeri
negeri dengan sektor-sektor
terkait;

5.3 Mampu
menggerakkan
dukungan para
pemangku
kepentingan untuk

mengimplementasikan
kebijakan di bidang
penggunaan  produk
dalam negeri.

III. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Uraian

Tingkat pentingnya
terhadap jabatan

Mutlak | Penting | Perlu

A. Pendidikan | 1. Jenjang Minimal Strata-1/ Diploma IV
2. Bidang Semua Jurusan
[Imu
B. Pelatihan 1. Manajerial | Diklat PIM Tingkat v
I
2. Teknis
3. Fungsional
C. Pengalaman kerja Memiliki
pengalaman paling v
singkat 6 (enam)
tahun sebagai JPT
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Pratama dan/atau

Jabatan

Fungsional Ahli

Utama

D. Pangkat IvV/d
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas penetapan kebijakan bidang
perdagangan dalam negeri.

2. Kualitas peningkatan pembinaan usaha dan
pelaku distribusi perdagangan.

3. Kualitas peningkatan penggunaan produk
dalam negeri.

4. Kualitas pengelolaan stabilisasi harga dan
ketersediaan pasokan barang kebutuhan
pokok.

5. Kualitas peningkatan aktivitas perdagangan
antar pulau dan pemanfaatan sarana
perdagangan.

6. Kualitas hasil kajian bidang perdagangan
dalam negeri.

7. Kuantitas laporan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan di bidang
perdagangan dalam negeri.
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3. Standar Kompetensi Jabatan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen

dan Tertib Niaga
Nama Jabatan
Kelompok Jabatan

Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib
Niaga

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

Perdagangan

1-02-44-00-30-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Menyelenggarakan  perumusan dan  pelaksanaan
kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan tertib
niaga yang mencakup pemberdayaan konsumen,
standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu,
metrologi legal, pengawasan kegiatan perdagangan, serta
pengawasan barang beredar dan/atau jasa yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
agar visi dan misi organisasi tercapai.

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

| Level | Deskripsi ‘ Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

5 Mampu menjadi | 5.1
role model dalam
penerapan

standar keadilan
dan etika di

tingkat nasional

Mempertahankan
tingkat standar
keadilan dan etika
yang tinggi dalam
perkataan dan
tindakan sehari-hari
yang dipatuhi oleh
seluruh pemangku
kepentingan pada
lingkup instansi yang
dipimpinnya;

Menjadi “role model” /
keteladanan dalam
penerapan standar
keadilan dan etika
yang tinggi di tingkat
nasional;

Membuat konsep
kebijakan dan strategi
penerapan sikap
integritas dalam
pelaksanaan tugas dan
norma-norma yang
sejalan dengan nilai
strategis organisasi.

5.2

5.3

2. Kerjasama

5 Menciptakan 5.1
situasi kerja
sama secara
konsisten, baik di
dalam maupun di

luar instansi

Menciptakan
hubungan kerja yang
konstruktif dengan
menerapkan norma /
etos / nilai-nilai kerja
yang baik di dalam dan
di luar organisasi;
meningkatkan
produktivitas dan
menjadi panutan
dalam organisasi;
Secara konsisten
menjaga sinergi agar

5.2
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5.3

pemangku
kepentingan dapat
bekerja sama dengan
orang di dalam
maupun di luar
organisasi;
Membangun
konsensus untuk
menggabungkan
sumberdaya dari
berbagaipemangku
kepentingan untuk
tujuan bangsa dan
negara.

3. Komunikasi

Menggagas
sistem
komunikasi yang
terbuka  secara
strategis untuk
mencari  solusi
dengan  tujuan
meningkatkan
kinerja

5.1

5.2

5.3

Menghilangkan
hambatan
komunikasi; mampu
berkomunikasi dalam
isu-isu nasional yang
memiliki resiko tinggi,
menggalang hubungan
dalam skala strategis
di tingkat nasional;
Menggunakan saluran
komunikasi formal dan
non formal guna
mencapai kesepakatan
dengan tujuan
meningkatkan kinerja
di tingkat
instansi/nasional,;
Menggagas sistem
komunikasi dengan
melibatkan pemangku
kepentingan sejak dini
untuk mencari solusi
dengan tujuan
meningkatkan kinerja
di tingkat
instansi/nasional.

4. Orientasi pada
hasil

Meningkatkan
mutu pencapaian
kerja organisasi

5.1

5.2

5.3

Memastikan kualitas
sesuai standar dan
keberlanjutan hasil
kerja organisasi yang
memberi kontribusi
pada pencapaian
target prioritas
nasional;

Memastikan
tersedianya  sumber
daya organisasi untuk
menjamin tercapainya
target prioritas
instansi/nasional,
Membuat  kebijakan
untuk menerapkan
metode kerja yang
lebih efektif-efisien
dalam mencapai
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tujuan prioritas
nasional.

5. Pelayanan Publik Mampu 5.1 Mampu menciptakan
memastikan kebijakan  kebijakan
kebijakan- pelayanan publik yang
kebijakan terselenggaranya
pelayanan publik pelayanan publik yang
yang menjamin objektif, netral, tidak
terselenggaranya memihak, tidak
pelayanan publik diskriminatif, serta
yang objektif, tidak terpengaruh
netral, tidak kepentingan
memihak, tidak pribadi/kelompok/
diskriminatif, partai politik;
serta tidak | 5.2 Menginternalisasikan
terpengaruh nilai dan semangat
kepentingan pelayanan publik yang
pribadi/ mengikuti standar
kelompok/partai objektif, netral, tidak
politik memihak, tidak

diskriminatif,
transparan, tidak
terpengaruh
kepentingan
pribadi/kelompok
kepada setiap individu
di lingkungan
instansi/nasional;

5.3 Menjamin
terselenggaranya
pelayanan publik yang
objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif, serta
tidak terpengaruh
kepentingan
pribadi/kelompok/par
tai politik.

6. Pengembangan diri Menciptakan 5.1 Menciptakan  situasi

dan orang lain situasi yang yang mendorong
mendorong individu, kelompok,
organisasi untuk unit kerja untuk
mengembangkan mengembangkan
kemampuan kemampuan  belajar
belajar secara secara berkelanjutan
berkelanjutan ditingkat instansi;
dalam rangka | 5.2 Merekomendasikan /
mendukung memberikan
pencapaian hasil penghargaan bagi
upaya pengembangan
yang berhasil,
memastikan
dukungan bagi orang
lain dalam
mengembangkann
kemampuan dalam
unit kerja di tingkat
instansi;

5.3 Secara berkelanjutan,

mencari cara-cara
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baru untuk memberi
nilai tambah  bagi
perubahan yang
tengah dijalankan agar
memberi manfaat yang
lebih besar bagi para

pemangku
kepentingan.
7. Mengelola Memimpin, 5.1 Membuat kebijakan-
Perubahan menggalang dan kebijakan yang
menggerakan mendorong perubahan
dukungan yang berdampak pada
pemangku pencapaian  sasaran
kepentingan prioritas nasional;
untuk 5.2 Menggalang dan
menjalankan menggerakan
perubahan dukungan para
secara pemangku
berkelanjutan kepentingan untuk
pada tingkat mengimplementasikan
instansi/ perubahan yang telah
nasional ditetapkan;

5.3 Secara berkelanjutan,
mencari cara-cara
baru untuk memberi
nilai tambah  bagi
perubahan yang
tengah dijalankan agar
memberi manfaat yang
lebih besar bagi para
pemangku
kepentingan.

8. Pengambilan Menghasilkan 5.1 Menghasilkan solusi
Keputusan solusi dan yang dapat mengatasi
mengambil permasalahan jangka
keputusan untuk panjang;
mengatasi 5.2 Menghasilkan  solusi
permasalahan strategis yang
jangka panjang/ berdampak pada
strategis, tataran
berdampak instansi/nasional,;
nasional 5.3 Membuat keputusan
atau kebijakan yang
berdampak nasional
dengan memitigasi
risiko yang mungkin
timbul.
B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa Wakil pemerintah | 5.1 Menjadi wakil
untuk pemerintah yang
membangun mampu membangun
hubungan sosial hubungan sosial
psikologis psikologis dengan
masyarakat sehingga
menciptakan

kelekatan yang kuat
antara ASN dan para
pemangku

kepentingan serta
diantara para
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pemangku
kepentingan itu
sendiri;

5.2 Mampu
mengkomunikasikan
dampak risiko yang
teridentifikasi dan
merekomendasikan
tindakan korektif
berdasarkan
pertimbangan
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik untuk
membangun
hubungan jangka
panjang;

5.3 Mampu membuat
kebijakan yang
mengakomodasi
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik yang
berdampak positif
secara nasional.

C. Teknis
10. Penyusunan Mengembangkan | 5.1 Mengembangkan teori,
Kebijakan Bidang teori, konsep, konsep, teknik,
Perdagangan penyusunan, metode tahapan
implementasi perumusan kebijakan,
dan monitoring implemetasi kebijakan
evaluasi dan evaluasi dan
kebijakan monitoring kebijakan;

5.2 Mampu menyusun
buku, pedoman,
teknik metode
perumusan dan
penyusunan,
implementasi,
monitoring dan
evaluasi kebijakan;

5.3 Mampu memperbarui

aspek-aspek kebijakan

bidang perdagangan
sehingga menjadi
rujukan utama dan
mampu menjadi
mentor (nasional)
dalam penyusunan
implementasi dan
monitoring dan
evaluasi serta

pemecah masalah
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terkait kebijakan
bidang perdagangan.

11.

Advokasi
Kebijakan Bidang
Perdagangan

Mampu
mengembang
kan, konsep,
teori, kebijakan
advokasi yang
sinergis dan
terintegrasi yang
berdampak
nasional

5.1

5.2

5.3

Mampu
mengembangkan
konsep,
kebijakan, teknik
metode advokasi
kebijakan publik;
Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan,
sinkronisasi dan
koordinasi
implementasi
kebijakan yang
terintegrasi dan saling
melengkapi
(komplementer)
dengan kebijakan lain
yang dapat
memberikan dampak
positif  di tingkat
nasional;

Menjadi sumber
rujukan utama dan
mentor (nasional)
dalam pelaksanaan
advokasi kebijakan.

teori,

12.

Pemberdayaan
Konsumen dan
Pembinaan
Pelaku Usaha

Mampu
menjamin
terlaksananya
kebijakan terkait
pemberdayaan
konsumen dan
pembinaan
pelaku usaha
dalam rangka
mendorong iklim
berusaha  yang
sehat dan
mewujudkan
perlindungan
konsumen secara
nasional

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Mampu merumuskan
kebijakan di bidang
pemberdayaan
konsumen dan
pembinaan pelaku
usaha yang tepat
sasaran;

Mampu melakukan
pengembangan
kualitas pembinaan
pelaku usaha
mendorong pelaku
usaha dalam
menghadapi
persaingan untuk
mampu menyediakan
barang dan/atau jasa
yang berkualitas;
Mampu melakukan
pembinaan untuk
terciptanya dan
tumbuhnya hubungan
yang sehat antara
pelaku usaha dan
konsumen;

Mampu memberikan
pemahaman dan
kesadaran pelaku
usaha dan konsumen
terhadap hak dan
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kewajiban masing-
masing.

13. Penerapan dan Mampu 5.1 Mampu merancang
Pemantauan merancang pengembangan
Standar Mutu pengembangan penerapan sistem
Produk penerapan sistem terkait mutu;

mutu, 5.2 Mampu menelaah
mengembangan hasil audit penerapan
inovasi layanan sistem terkait mutu;
mutu dan | 5.3 Mampu menyusun
melakukan kajian pemberlakuan
evaluasi terhadap standar mutu produk;
hasil audit | 5.4 Mampu melakukan
penerapan sistem evaluasi penerapan
mutu sistem mutu;

5.5 Mampu melakukan
inovasi layanan mutu
dan penerapan
standar mutu oleh
pelaku usaha.

14. Pengawasan Mampu 5.1 Mampu merumuskan
Barang, Jasa, menjamin kebijakan di bidang
dan Kegiatan terlaksananya pengawasan
Perdagangan kebijakan perdagangan yang

pengawasan dan obyektif;
melakukan 5.2 Mampu menggerakkan
pengembangan dukungan para
sistem pemangku
pengawasan kepentingan dalam
barang, jasa dan mengimplementasikan
kegiatan kebijakan di bidang
perdagangan pengawasan
perdagangan yang
telah ditetapkan,;

5.3 Mampu memastikan
tersedianya  sumber
daya organisasi untuk
menjamin tercapainya
target kinerja di bidang
pengawasan
perdagangan;

5.4 Mampu menjamin
pelaksanaan kegiatan
pengawasan
perdagangan yang
obyektif.

15. Penyuluhan Mampu 5.1 Mampu merumuskan
Metrologi Legal mengembangkan kebijakan di bidang

kebijakan di penyuluhan metrologi
bidang legal dan penanganan
penyuluhan pengaduan

Metrologi  Legal masyarakat;

dan penanganan | 5.2 Mampu

pengaduan mengembangkan
masyarakat kebijakan di bidang

penyuluhan metrologi
legal dan penanganan
pengaduan
masyarakat;
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5.3 Mampu memastikan
pelaksanaan
kebijakan di =~ bidang
penyuluhan metrologi
legal dan penanganan

pengaduan
masyarakat sesuai
ketentuan;

5.4 Mampu menjadi

rujukan utama dalam
penyuluhan metrologi
legal dan penanganan
pengaduan
masyarakat secara
nasional.

III. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Tingkat pentingnya
Uraian terhadap jabatan

Mutlak| Penting | Perlu

Pendidikan | 1. Jenjang

Minimal Strata 1/ Diploma IV

2. Bidang
[Imu

Semua Jurusan

Pelatihan 1. Manajerial

Diklat PIM Tingkat I v

2. Teknis

3. Fungsional

. Pengalaman kerja

Memiliki
pengalaman paling
singkat 6 (enam)
tahun sebagai JPT v
Pratama dan/atau
Jabatan Fungsional
Ahli Utama

. Pangkat

V/d

g~

Indikator Kinerja Jabatan

1.

2.

3.

Kualitas penetapan kebijakan bidang
perlindungan konsumen dan tertib niaga.
Kuantitas laporan hasil evaluasi
pelaksanaan audit sistem mutu.

Kualitas peningkatan konsumen berdaya dan
pelaku usaha yang bertanggung jawab.

. Kualitas penyelesaian pengaduan konsumen

melalui sistem elektronik.

Kualitas laporan hasil monitoring dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang
perlindungan konsumen dan tertib niaga.
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4. Standar Kompetensi Jabatan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan

Urusan Pemerintah

Kode Jabatan

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
Perdagangan

1-02-44-00-40-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Menyelenggarakan  perumusan dan  pelaksanaan
kebijakan di bidang perdagangan luar negeri yang
mencakup peningkatan fasilitasi ekspor barang
nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian
dan fasilitasi ekspor, serta perlindungan dan
pengamanan perdagangan yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar visi dan misi
organisasi tercapai.

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

‘ Level ‘ Deskripsi ‘ Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

S Mampu menjadi | 5.1 Mempertahankan
role model dalam tingkat standar
penerapan keadilan dan etika
standar keadilan yang tinggi dalam
dan etika di perkataan dan
tingkat nasional tindakan sehari-hari
yang dipatuhi oleh
seluruh pemangku
kepentingan pada
lingkup instansi yang
dipimpinnya;

5.2 Menjadi “role model” /
keteladanan dalam
penerapan standar
keadilan dan etika
yang tinggi di tingkat
nasional;

5.3 Membuat konsep
kebijakan dan strategi
penerapan sikap
integritas dalam
pelaksanaan tugas
dan norma-norma
yang sejalan dengan
nilai strategis
organisasi.

2. Kerjasama

5 Menciptakan 5.1 Menciptakan

situasi kerja hubungan kerja yang

sama secara konstruktif dengan

konsisten, baik di menerapkan norma /

dalam maupun di etos / nilai-nilai kerja

luar instansi yang baik di dalam dan
di luar organisasi;
meningkatkan
produktivitas dan
menjadi panutan
dalam organisasi;

5.2 Secara konsisten
menjaga sinergi agar
pemangku




-33-

5.3

kepentingan dapat
bekerja sama dengan
orang di dalam
maupun di luar
organisasi;
Membangun
konsensus untuk
menggabungkan
sumber daya dari
berbagai  pemangku
kepentingan untuk
tujuan bangsa dan
negara.

3. Komunikasi

Menggagas
sistem
komunikasi yang
terbuka  secara
strategis untuk
mencari  solusi
dengan  tujuan
meningkatkan
kinerja

5.1

5.2

5.3

Menghilangkan
hambatan
komunikasi; mampu
berkomunikasi dalam
isu-isu nasional yang
memiliki risiko tinggi,
menggalang hubungan
dalam skala strategis
di tingkat nasional;
Menggunakan saluran
komunikasi formal
dan non formal guna
mencapai kesepakatan
dengan tujuan
meningkatkan kinerja
di tingkat
instansi/nasional;
Menggagas sistem
komunikasi dengan
melibatkan pemangku
kepentingan sejak dini
untuk mencari solusi
dengan tujuan
meningkatkan kinerja
di tingkat
instansi/nasional.

4. Orientasi pada
hasil

Meningkatkan
mutu pencapaian
kerja organisasi

5.1

5.2

5.3

Memastikan kualitas
sesuai standar dan
keberlanjutan hasil
kerja organisasi yang
memberi  kontribusi
pada pencapaian
target prioritas
nasional;
Memastikan
tersedianya  sumber
daya organisasi untuk
menjamin tercapainya
target prioritas
instansi/nasional;
Membuat  kebijakan
untuk menerapkan
metode kerja yang
lebih efektif-efisien
dalam mencapai
tujuan prioritas
nasional.
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S. Pelayanan Publik Mampu 5.1 Mampu menciptakan
memastikan kebijakan-kebijakan
kebijakan- pelayanan publik yang
kebijakan terselenggaranya
pelayanan publik pelayanan publik yang
yang menjamin objektif, netral, tidak
terselenggaranya memihak, tidak
pelayanan publik diskriminatif, serta
yang objektif, tidak terpengaruh
netral, tidak kepentingan
memihak, tidak pribadi/kelompok/par
diskriminatif, tai politik;
serta tidak | 5.2 Menginternalisasikan
terpengaruh nilai dan semangat
kepentingan pelayanan publik yang
pribadi/ mengikuti standar
kelompok/partai objektif, netral, tidak
politik memihak, tidak

diskriminatif,
transparan, tidak
terpengaruh
kepentingan
pribadi/kelompok
kepada setiap individu
di lingkungan
instansi/nasional;

5.3 Menjamin
terselenggaranya
pelayanan publik yang
objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif, serta
tidak terpengaruh
kepentingan
pribadi/kelompok/par
tai politik.

6. Pengembangan diri Menciptakan 5.1 Menciptakan situasi

dan orang lain situasi yang yang mendorong
mendorong individu, kelompok,
organisasi untuk unit  kerja  untuk
mengembangkan mengembangkan
kemampuan kemampuan  belajar
belajar secara secara berkelanjutan
berkelanjutan di tingkat instansi;
dalam rangka | 5.2 Merekomendasikan /
mendukung memberikan
pencapaian hasil penghargaan bagi
upaya pengembangan
yang berhasil,
memastikan
dukungan bagi orang
lain dalam
mengembangkan
kemampuan dalam
unit kerja di tingkat
instansi;

5.3 Secara berkelanjutan,
mencari cara-cara
baru untuk memberi
nilai tambah bagi
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perubahan yang
tengah dijalankan agar
memberi manfaat yang
lebih besar bagi para

pemangku
kepentingan.
7. Mengelola Memimpin, 5.1 Membuat kebijakan-
Perubahan menggalang dan kebijakan yang
menggerakan mendorong perubahan
dukungan yang berdampak pada
pemangku pencapaian  sasaran
kepentingan prioritas nasional;
untuk 5.2 Menggalang dan
menjalankan menggerakkan
perubahan dukungan para
secara pemangku
berkelanjutan kepentingan untuk
pada tingkat mengimplementasikan
instansi/ perubahan yang telah
nasional ditetapkan,;

5.3 Secara berkelanjutan,
mencari cara-cara
baru untuk memberi
nilai tambah  bagi
perubahan yang
tengah dijalankan agar
memberi manfaat yang
lebih besar bagi para
pemangku
kepentingan.

8. Pengambilan Menghasilkan 5.1 Menghasilkan solusi
Keputusan solusi dan yang dapat mengatasi
mengambil permasalahan jangka
keputusan untuk panjang;
mengatasi 5.2 Menghasilkan  solusi
permasalahan strategis yang
jangka panjang/ berdampak pada
strategis, tataran
berdampak instansi/nasional;
nasional 5.3 Membuat keputusan
atau kebijakan yang
berdampak nasional
dengan memitigasi
risiko yang mungkin
timbul.
B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa Wakil 5.1 Menjadi wakil
pemerintah pemerintah yang
untuk mampu membangun
membangun hubungan sosial
hubungan sosial psikologis dengan
psikologis masyarakat sehingga
menciptakan

kelekatan yang kuat
antara ASN dan para

pemangku
kepentingan serta
diantara para

pemangku
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kepentingan itu
sendiri;

5.2 Mampu
mengkomunikasikan
dampak risiko yang
teridentifikasi dan
merekomendasikan
tindakan korektif
berdasarkan
pertimbangan
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik untuk
membangun
hubungan jangka
panjang;

5.3 Mampu membuat
kebijakan yang
mengakomodasi
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik yang
berdampak positif
secara nasional.

C. Teknis
10.Penyusunan Mengembangkan | 5.1 Mengembangkan teori,
Kebijakan Bidang teori, konsep, konsep, teknik,
Perdagangan penyusunan, metode tahapan
implementasi perumusan kebijakan,
dan monitoring implementasi
evaluasi kebijakan dan evaluasi
kebijakan dan monitoring
kebijakan;

5.2 Mampu menyusun
buku, pedoman,
teknik, metode
perumusan dan
penyusunan,
implementasi,
monitoring dan
evaluasi kebijakan;

5.3 Mampu
memperbaharui

aspek-aspek kebijakan
bidang perdagangan

sehingga menjadi
ruyjukan utama dan
mampu menjadi
mentor (nasional)
dalam penyusunan
implementasi dan
monitoring dan
evaluasi serta

pemecah masalah
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terkait kebijakan
bidang perdagangan.
11.Advokasi Mampu 5.1 Mampu
Kebijakan Bidang mengembang mengembangkan
Perdagangan kan, konsep, konsep, teori,
teori, kebijakan kebijakan, teknik
advokasi yang metode advokasi
sinergis dan kebijakan publik;
terintegrasi yang | 5.2 Mampu
berdampak mengembangkan
nasional strategi advokasi
kebijakan,
sinkronisasi dan
koordinasi
implementasi
kebijakan yang
terintegrasi dan saling
melengkapi
(komplementer)
dengan kebijakan lain
yang dapat
memberikan dampak
positif  di tingkat
nasional;

5.3 Menjadi sumber
rujukan utama dan
mentor (nasional)
dalam pelaksanaan
advokasi kebijakan.

12.Pengelolaan Mampu 5.1. Mampu
Ekspor dan Impor merekomendasi merekomendasikan
kan kebijakan- kebijakan di bidang
kebijakan ekspor ekspor dan impor serta
dan impor serta fasilitasi sarana
fasilitasi perdagangan;
perdagangan 5.2. Mampu melakukan
serta merancang kajian terhadap
metode ketentuan tata niaga
pemonitoran dan ekspor dan impor
evaluasi yang internasional atau
efektif terkait negara terkait dan
implementasi ketentuan dalam
pengaturan negeri;
pengelolaan 5.3. Mampu merancang
ekspor dan impor metode monitoring
dan evaluasi yang
efektif terkait
implementasi
pengaturan
pengelolaan ekspor
dan impor serta
fasilitasi perdagangan.
13.Fasilitasi Mampu 5.1 Mampu
Perdagangan Luar memastikan mengembangkan
Negeri kebijakan- kebijakan, konsep,
kebijakan yang teori, dan kebijakan-
dikeluarkan kebijakan di bidang
mendukung fasilitasi ekspor dan
terselenggaranya impor yang menjamin

fasilitasi ekspor

terselenggaranya
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dan impor yang
objektif, netral,
tidak memihak,

pelaksanaan kegiatan
fasilitasi perdagangan
luar negeri;

tidak 5.2 Mampu

diskriminatif, menggerakkan

serta tidak dukungan para

terpengaruh pemangku

kepentingan kepentingan untuk

pribadi/kelompo mengimplementasikan

k/partai politik kebijakan di bidang
fasilitasi perdagangan
luar negeri yang telah
ditetapkan,;

5.3 Mampu menjadi
sumber rujukan dan
mentor dalam
penyusunan kebijakan
fasilitasi ekspor dan
impor serta
memecahkan masalah
advokasi kebijakan
publik, serta
monitoring dan
evaluasi kebijakan di
bidang fasilitasi
perdagangan luar
negeri;

5.4 Mampu memastikan
tersedianya  sumber
daya organisasi untuk
menjamin tercapainya
target prioritas
instansi/nasional  di
bidang fasilitasi
perdagangan luar
negeri.

14.Pembelaan Mampu 5.1 Mampu menetapkan

Pengamanan memastikan peraturan perundang-

Perdagangan pelaksanaan undangan bidang
keseluruhan pengamanan dan
upaya perlindungan
pembelaan, perdagangan,
mampu khususnya pembelaan
menyusun dan penanganan
strategi sengketa
pembelaan yang perdagangan;
komprehensif 5.2 Mampu menetapkan
dan strategi pembelaan
mengembangkan dan penanganan
metode diplomasi sengketa perdagangan
pembelaan serta baik di lingkup
mampu bilateral, regional,
membangun maupun multilateral;
sinergitas dengan | 5.3 Mampu menetapkan

para pemangku
kepentingan
dalam
melakukan
pembelaan

metode diplomasi
terkait penanganan
pembelaan dan
penanganan sengketa
perdagangan

internasional yang
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atas

hambatan

perdagangan di
tujuan

negara
ekspor

ekspor
produk Indonesia
yang mengalami

5.4

mendukung
kepentingan nasional;
Mampu memastikan
para pemangku
kepentingan
mendukung
pelaksanaan
pembelaan atas ekspor
produk Indonesia yang
mengalami hambatan
perdagangan di negara
tujuan ekspor.

15.Penanganan
Masalah
Hambatan
Perdagangan

Mampu
melakukan
telaahan
strategis dan
supervisi dalam
rangka
penanganan
masalah
hambatan
perdagangan

5.1

5.2

5.3

5.4

Mampu melakukan
telaah strategis
terhadap
permasalahan
hambatan
perdagangan;
Mampu melakukan
supervisi dalam
rangka  penanganan
masalah hambatan
perdagangan;
Mampu
mengembangkan
strategi penanganan
masalah hambatan
perdagangan;
Mampu menyediakan
dukungan secara
berkesinambungan
kepada pemangku
kepentingan terkait
pengembangan
strategi penanganan
masalah hambatan
perdagangan.

III. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Uraian

Tingkat pentingnya
terhadap jabatan

Mutlak | Penting | Perlu

A. Pendidikan | 1. Jenjang Minimal Strata 1/ Diploma IV
2. Bidang Semua Jurusan
[Imu
B. Pelatihan 1. Manajerial | Diklat PIM Tingkat v
I
2. Teknis
3. Fungsional
C. Pengalaman kerja Memiliki
pengalaman
paling singkat 6
(enam) tahun
sebagai JPT v
Pratama dan/atau
Jabatan
Fungsional Ahli
Utama
D. Pangkat v/d
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas penetapan kebijakan bidang

perdagangan luar negeri.
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. Kualitas pelaksanaan fasilitasi ekspor dan
impor.

. Kualitas peningkatan efektivitas pengelolaan
impor pangan.

. Kualitas penyelesaian kasus hambatan
perdagangan.

. Kualitas peningkatan layanan perizinan
bidang perdagangan luar negeri.

. Kuantitas laporan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan di bidang
perdagangan luar negeri.
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5. Standar Kompetensi Jabatan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan

Internasional
Nama Jabatan Direktur  Jenderal  Perundingan  Perdagangan
Internasional
Kelompok Jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
Urusan Pemerintah Perdagangan
Kode Jabatan 1-02-44-00-50-000
JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan Menyelenggarakan  perumusan dan  pelaksanaan
kebijakan di bidang peningkatan akses pasar barang dan
jasa di forum internasional yang mencakup kerja sama
dan perundingan perdagangan barang, perdagangan
jasa, investasi perdagangan barang dan jasa, kerja sama
ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan
di forum bilateral, regional, dan multilateral, serta
organisasi internasional lainnya yang sesuai dengan
peraturan yang berlaku agar visi dan misi organisasi
tercapai.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi ‘ Level ‘ Deskripsi ‘ Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas S Mampu menjadi | 5.1 Mempertahankan
role model dalam tingkat standar
penerapan keadilan dan etika
standar keadilan yang tinggi dalam
dan etika di perkataan dan
tingkat nasional tindakan sehari-hari
yang dipatuhi oleh
seluruh pemangku
kepentingan pada
lingkup instansi yang
dipimpinnya;

5.2 Menjadi “role model” /
keteladanan dalam
penerapan standar
keadilan dan etika
yang tinggi di tingkat
nasional;

5.3 Membuat konsep
kebijakan dan strategi
penerapan sikap
integritas dalam
pelaksanaan tugas dan
norma-norma yang
sejalan dengan nilai
strategis organisasi.

2. Kerjasama 5 Menciptakan 5.1 Menciptakan

situasi kerja hubungan kerja yang

sama secara konstruktif dengan

konsisten, baik di menerapkan norma /

dalam maupun di etos / nilai-nilai kerja

luar instansi yang baik di dalam dan
di luar organisasi;
meningkatkan
produktivitas dan
menjadi panutan
dalam organisasi;
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5.2

5.3

Secara konsisten
menjaga sinergi agar
pemangku
kepentingan dapat
bekerja sama dengan
orang di dalam
maupun di luar
organisasi;
Membangun
konsensus untuk
menggabungkan
sumberdaya dari
berbagai pemangku
kepentingan untuk
tujuan bangsa dan
negara.

3. Komunikasi

Menggagas
sistem
komunikasi yang
terbuka  secara
strategis untuk
mencari solusi
dengan  tujuan
meningkatkan
kinerja

5.1

5.2

5.3

Menghilangkan
hambatan
komunikasi; mampu
berkomunikasi dalam
isu-isu nasional yang
memiliki resiko tinggi,
menggalang hubungan
dalam skala strategis
di tingkat nasional;
Menggunakan saluran
komunikasi formal dan
non formal guna
mencapai kesepakatan
dengan tujuan
meningkatkan kinerja
di tingkat
instansi/nasional,;
Menggagas sistem
komunikasi dengan
melibatkan pemangku
kepentingan sejak dini
untuk mencari solusi
dengan tujuan
meningkatkan kinerja
di tingkat
instansi/nasional.

4. Orientasi pada
hasil

Meningkatkan
mutu pencapaian
kerja organisasi

5.1

5.2

5.3

Memastikan kualitas
sesuai standar dan
keberlanjutan hasil
kerja organisasi yang
memberi kontribusi
pada pencapaian
target prioritas
nasional;

Memastikan
tersedianya sumber
daya organisasi untuk
menjamin tercapainya
target prioritas
instansi/nasional,
Membuat  kebijakan
untuk menerapkan
metode kerja yang
lebih efektif-efisien
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dalam mencapai
tujuan prioritas
nasional.

5. Pelayanan Publik Mampu 5.1 Mampu menciptakan
memastikan kebijakan  kebijakan
kebijakan- pelayanan publik yang
kebijakan terselenggaranya
pelayanan publik pelayanan publik yang
yang menjamin objektif, netral, tidak
terselenggaranya memihak, tidak
pelayanan publik diskriminatif, serta
yang objektif, tidak terpengaruh
netral, tidak kepentingan
memihak, tidak pribadi/kelompok/par
diskriminatif, tai politik;
serta tidak | 5.2 Menginternalisasikan
terpengaruh nilai dan semangat
kepentingan pelayanan publik yang
pribadi/ mengikuti standar
kelompok/partai objektif, netral, tidak
politik memihak, tidak

diskriminatif,
transparan, tidak
terpengaruh
kepentingan
pribadi/kelompok
kepada setiap individu
di lingkungan
instansi/nasional,;

5.3 Menjamin
terselenggaranya
pelayanan publik yang
objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif, serta
tidak terpengaruh
kepentingan
pribadi/kelompok/par
tai politik

6. Pengembangan diri Menciptakan 5.1 Menciptakan  situasi

dan orang lain situasi yang yang mendorong
mendorong individu, kelompok,
organisasi untuk unit  kerja  untuk
mengembangkan mengembangkan
kemampuan kemampuan  belajar
belajar secara secara berkelanjutan
berkelanjutan di tingkat instansi;
dalam rangka | 5.2 Merekomendasikan /
mendukung memberikan
pencapaian hasil penghargaan bagi
upaya pengembangan
yang berhasil,
memastikan
dukungan bagi orang
lain dalam
mengembangkann
kemampuan dalam
unit kerja di tingkat
instansi;
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5.3 Secara berkelanjutan,
mencari cara-cara
baru untuk memberi
nilai tambah  bagi
perubahan yang
tengah dijalankan agar
memberi manfaat yang
lebih besar bagi para
pemangku
kepentingan.

7. Mengelola Memimpin, 5.1 Membuat kebijakan-

Perubahan menggalang dan kebijakan yang

menggerakan mendorong perubahan
dukungan yang berdampak pada
pemangku pencapaian  sasaran
kepentingan prioritas nasional;
untuk 5.2 Menggalang dan
menjalankan menggerakan
perubahan dukungan para
secara pemangku
berkelanjutan kepentingan untuk
pada tingkat mengimplementasikan
instansi/ perubahan yang telah
nasional. ditetapkan;

5.3 Secara berkelanjutan,
mencari cara-cara
baru untuk memberi
nilai tambah  bagi
perubahan yang
tengah dijalankan agar
memberi manfaat yang
lebih besar bagi para
pemangku
kepentingan.

8. Pengambilan Menghasilkan 5.1 Menghasilkan  solusi
Keputusan solusi dan yang dapat mengatasi
mengambil permasalahan jangka
keputusan untuk panjang;
mengatasi 5.2 Menghasilkan  solusi
permasalahan strategis yang
jangka panjang/ berdampak pada
strategis, tataran
berdampak instansi/nasional;
nasional 5.3 Membuat keputusan
atau kebijakan yang
berdampak nasional
dengan memitigasi
risiko yang mungkin
timbul.
B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa Wakil pemerintah | 5.1 Menjadi wakil
untuk pemerintah yang
membangun mampu membangun
hubungan sosial hubungan sosial
psikologis psikologis dengan
masyarakat sehingga
menciptakan

kelekatan yang kuat
antara ASN dan para
pemangku
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kepentingan serta
diantara para
pemangku
kepentingan itu
sendiri;

5.2 Mampu
mengkomunikasikan
dampak risiko yang
teridentifikasi dan
merekomendasikan
tindakan korektif
berdasarkan
pertimbangan
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik untuk
membangun
hubungan jangka
panjang;

5.3 Mampu membuat
kebijakan yang
mengakomodasi
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik yang
berdampak positif
secara nasional.

C. Teknis
10.Penyusunan Mengembangkan | 5.1 Mengembangkan teori,
Kebijakan Bidang teori, konsep, konsep, teknik,
Perdagangan penyusunan, metode tahapan
implementasi perumusan kebijakan,
dan monitoring implemetasi kebijakan
evaluasi dan evaluasi dan
kebijakan monitoring kebijakan;

5.2 Mampu menyusun
buku, pedoman,
teknik metode
perumusan dan
penyusunan,
implementasi,
monitoring dan
evaluasi kebijakan,;

5.3 Mampu memperbarui

aspek-aspek kebijakan
bidang perdagangan

sehingga menjadi
rujukan utama dan
mampu menjadi
mentor (nasional)
dalam penyusunan
implementasi dan
monitoring dan

evaluasi serta




-46-

pemecah masalah
terkait kebijakan
bidang perdagangan.

11.Advokasi

Kebijakan Bidang

Perdagangan

Mampu
mengembang
kan, konsep,
teori, kebijakan
advokasi yang
sinergis dan
terintegrasi yang
berdampak
nasional

5.1

5.2

5.3

Mampu
mengembangkan
konsep, teori,
kebijakan, teknik
metode advokasi
kebijakan publik;
Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan,
sinkronisasi dan
koordinasi
implementasi
kebijakan yang
terintegrasi dan saling
melengkapi
(komplementer)
dengan kebijakan lain
yang dapat
memberikan dampak
positif  di tingkat
nasional;

Menjadi sumber
rujukan utama dan
mentor (nasional)
dalam pelaksanaan
advokasi kebijakan.

12.Penguasaan

substansi bidang

perdagangan di
kawasan atau
negara mitra
dagang

Mampu
memberikan
perspektif
strategis terkait
isu yang relevan

5.1

5.2

5.3

Mampu mengkaji dan
memberikan
rekomendasi mengenai
ketepatan dan
kelengkapan hasil
analisis;

Mampu
mengkombinasikan
pendekatan inter-
multidispliner dalam
hasil analisis;

Mampu melakukan
komunikasi dengan
pemangku
kepentingan utama
untuk mendapatkan
sudut pandang yang
komprehensif.

13.Perundingan di
Bidang
Perdagangan

Mampu
memimpin
perundingan dan
memastikan
tercapainya
tujuan
perundingan
sesuai dengan
mandat/kepentin
gan nasional,
baik lingkup
forum bilateral,

5.1

Mampu merumuskan
intisari dari suatu
kebijakan yang akan
memberikan dampak
positif dari maksud
dan tujuan kebijakan
bagi instansi dan
masyarakat serta
mampu menetapkan
untuk menjadi posisi
runding;
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regional dan 5.2 Mampu menjadi

multilateral sumber rujukan
utama/mentor dalam
implementasi
perundingan di bidang
perdagangan;

5.3 Mampu menentukan,
memandu dan
memberikan  arahan
kepada tim perunding
serta membangun
kredibilitas dalam
proses perundingan;

5.4 Mampu menangani
konflik /perbedaan
pendapat yang terjadi
pada saat perundingan
dan mengarahkan
pihak lain  untuk
menyetujui posisi
runding yang
diajukan.

14.Kerjasama Mampu 5.1 Mampu memberikan

Perdagangan mengembangkan rekomendasi

Internasional kerja sama pelaksanaan kerja
Perdagangan sama pada tingkat
Internasional bilateral, regional,
dan memastikan multilateral dan
tercapainya organisasi
tujuan kerja internasional dan
sama memastikan sesuai
Perdagangan dengan mandat/
Internasional kepentingan nasional,
sesuai dengan 5.2 Mampu
mandat/kepentin mengembangkan
gan nasional, program tindak lanjut
baik lingkup atas hasil evaluasi
forum bilateral, pelaksanaan kerja
regional dan sama perdagangan
multilateral internasional;

5.3 Mampu melakukan
kegiatan yang bersifat
strategis nasional
terkait  pelaksanaan
kerjasama
perdagangan
internasional.

15.Pelaksanaan Mampu 5.1 Mampu melaksanakan
Aktivasi Hasil mengorganisasi aktivasi hasil
Perundingan proses perundingan
Perjanjian pengesahan perjanjian
Perdagangan perjanjian perdagangan
Internasional internasional internasional;
serta 5.2 Mampu memberikan
memberikan rekomendasi/masuka
rekomendasi dan n pada saat rapat
menyusun dengar pendapat
rancangan /rapat kerja terkait
kebijakan hasil perjanjian

berdasarkan
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hasil perdagangan
perundingan internasional;
perjanjian

internasional

dengan 5.3 Mampu menyusun
mempertimbangk rekomendasi strategis
an kepentingan tindak lanjut hasil
nasional perundingan;

5.4 Mampu melakukan
evaluasi implementasi
atas manfaat
pelaksanaan
perundingan
perjanjian
perdagangan
internasional,

5.5 Mampu menyusun
rancangan kebijakan
berdasarkan hasil
perundingan
perdagangan
internasional.

III. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Tingkat pentingnya
Uraian terhadap jabatan

Mutlak | Penting | Perlu

A. Pendidikan | 1. Jenjang Minimal Strata 1/ Diploma IV
2. Bidang Semua Jurusan
[Imu
B. Pelatihan 1. Manajerial | Diklat PIM Tingkat I v
2. Teknis
3. Fungsional
C. Pengalaman kerja Memiliki
pengalaman paling
singkat 6 (enam)
tahun sebagai JPT v
Pratama dan/atau
Jabatan Fungsional
Ahli Utama
D. Pangkat IvV/d
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas penetapan kebijakan bidang

2.

3.

perundingan perdagangan internasional.
Kualitas peningkatan akses pasar barang
dan jasa di forum internasional.

Kuantitas penyelesaian perundingan
perjanjian internasional.

Kualitas efektivitas implementasi dan
pemahaman hasil perundingan perdagangan
Indonesia dengan negara mitra FTA.
Kuantitas laporan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan di bidang
perundingan perdagangan internasional.
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6. Standar Kompetensi Jabatan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor

Nasional

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan

Urusan Pemerintah

Kode Jabatan

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

Perdagangan

1-02-44-00-60-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Menyelenggarakan  perumusan dan  pelaksanaan
kebijakan di bidang pengembangan ekspor nasional yang
mencakup pengembangan dan peningkatan daya saing
produk ekspor, pasar ekspor, dan pelaku ekspor, serta
penyelenggaraan promosi dagang, kampanye pencitraan
Indonesia dan pengembangan kelembagaan promosi
yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku agar misi organisasi tercapai.

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

‘ Level ‘ Deskripsi ‘ Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

5.1 Mempertahankan
tingkat standar
keadilan dan etika
yang tinggi dalam
perkataan dan
tindakan sehari-hari
yang dipatuhi oleh
seluruh pemangku
kepentingan pada
lingkup instansi yang
dipimpinnya;
Menjadi “role model” /
keteladanan dalam
penerapan standar
keadilan dan etika
yang tinggi di tingkat
nasional;

Membuat konsep
kebijakan dan strategi
penerapan sikap
integritas dalam
pelaksanaan tugas
dan norma-norma
yang sejalan dengan
nilai strategis
organisasi.

5 Mampu menjadi
role model dalam
penerapan
standar keadilan
dan etika di
tingkat nasional

5.2

5.3

2. Kerjasama

5.1 Menciptakan
hubungan kerja yang
konstruktif dengan
menerapkan norma /
etos / nilai-nilai kerja
yang baik di dalam dan
di luar organisasi;
meningkatkan
produktivitas dan
menjadi panutan
dalam organisasi;
Secara konsisten
menjaga sinergi agar

S Menciptakan
situasi kerja
sama secara
konsisten, baik di
dalam maupun di
luar instansi

5.2
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5.3

pemangku
kepentingan dapat
bekerja sama dengan
orang di dalam
maupun di luar
organisasi;
Membangun
konsensus untuk
menggabungkan
sumberdaya dari
berbagaipemangku
kepentingan untuk
tujuan bangsa dan
negara.

3. Komunikasi

Menggagas
sistem
komunikasi yang
terbuka  secara
strategis untuk
mencari  solusi
dengan  tujuan
meningkatkan
kinerja

5.1

5.2

5.3

Menghilangkan
hambatan
komunikasi; mampu
berkomunikasi dalam
isu-isu nasional yang
memiliki resiko tinggi,
menggalang hubungan
dalam skala strategis
di tingkat nasional;
Menggunakan saluran
komunikasi formal
dan non formal guna
mencapai kesepakatan
dengan tujuan
meningkatkan kinerja
di tingkat
instansi/nasional;
Menggagas sistem
komunikasi dengan
melibatkan pemangku
kepentingan sejak dini
untuk mencari solusi
dengan tujuan
meningkatkan kinerja
di tingkat
instansi/nasional.

4. Orientasi pada
hasil

Meningkatkan
mutu pencapaian
kerja organisasi

5.1

5.2

5.3

Memastikan kualitas
sesuai standar dan
keberlanjutan hasil
kerja organisasi yang
memberi  kontribusi
pada pencapaian
target prioritas
nasional;

Memastikan
tersedianya  sumber
daya organisasi untuk
menjamin tercapainya
target prioritas
instansi/nasional;
Membuat  kebijakan
untuk menerapkan
metode kerja yang
lebih efektif-efisien
dalam mencapai
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tujuan prioritas
nasional.

S. Pelayanan Publik Mampu 5.1 Mampu menciptakan
memastikan kebijakan  kebijakan
kebijakan- pelayanan publik yang
kebijakan terselenggaranya
pelayanan publik pelayanan publik yang
yang menjamin objektif, netral, tidak
terselenggaranya memihak, tidak
pelayanan publik diskriminatif, serta
yang objektif, tidak terpengaruh
netral, tidak kepentingan
memihak, tidak pribadi/kelompok/par
diskriminatif, tai politik;
serta tidak | 5.2 Menginternalisasikan
terpengaruh nilai dan semangat
kepentingan pelayanan publik yang
pribadi/ mengikuti standar
kelompok/partai objektif, netral, tidak
politik memihak, tidak

diskriminatif,
transparan, tidak
terpengaruh
kepentingan
pribadi/kelompok
kepada setiap individu
di lingkungan
instansi/nasional;

5.3 Menjamin
terselenggaranya
pelayanan publik yang
objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif, serta
tidak terpengaruh
kepentingan
pribadi/kelompok/par
tai politik.

6. Pengembangan diri Menciptakan 5.1 Menciptakan situasi

dan orang lain situasi yang yang mendorong
mendorong individu, kelompok,
organisasi untuk unit kerja  untuk
mengembangkan mengembangkan
kemampuan kemampuan  belajar
belajar secara secara berkelanjutan
berkelanjutan ditingkat instansi;
dalam rangka | 5.2 Merekomendasikan /
mendukung memberikan
pencapaian hasil. penghargaan bagi
upaya pengembangan
yang berhasil,
memastikan
dukungan bagi orang
lain dalam
mengembangkann
kemampuan dalam
unit kerja di tingkat
instansi;

5.3 Secara berkelanjutan,

mencari cara-cara
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baru untuk memberi
nilai tambah  bagi
perubahan yang
tengah dijalankan agar
memberi manfaat yang
lebih besar bagi para

pemangku
kepentingan.
7. Mengelola Memimpin, 5.1 Membuat kebijakan-
Perubahan menggalang dan kebijakan yang
menggerakan mendorong perubahan
dukungan yang berdampak pada
pemangku pencapaian  sasaran
kepentingan prioritas nasional;
untuk 5.2 Menggalang dan
menjalankan menggerakan
perubahan dukungan para
secara pemangku
berkelanjutan kepentingan untuk
pada tingkat mengimplementasikan
instansi/ perubahan yang telah
nasional ditetapkan;

5.3 Secara berkelanjutan,
mencari cara-cara
baru untuk memberi
nilai tambah  bagi
perubahan yang
tengah dijalankan agar
memberi manfaat yang
lebih besar bagi para
pemangku
kepentingan.

8. Pengambilan Menghasilkan 5.1 Menghasilkan solusi
Keputusan solusi dan yang dapat mengatasi
mengambil permasalahan jangka
keputusan untuk panjang;
mengatasi 5.2 Menghasilkan solusi
permasalahan strategis yang
jangka panjang/ berdampak pada
strategis, tataran
berdampak instansi/nasional;
nasional 5.3 Membuat keputusan
atau kebijakan yang
berdampak nasional
dengan memitigasi
risiko yang mungkin
timbul.
B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa Wakil 5.1 Menjadi wakil
pemerintah pemerintah yang
untuk mampu membangun
membangun hubungan sosial
hubungan sosial psikologis dengan
psikologis masyarakat sehingga
menciptakan

kelekatan yang kuat
antara ASN dan para
pemangku

kepentingan serta
diantara para
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pemangku
kepentingan itu
sendiri;

5.2 Mampu
mengkomunikasikan
dampak risiko yang
teridentifikasi dan
merekomendasikan
tindakan korektif
berdasarkan
pertimbangan
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik untuk
membangun
hubungan jangka
panjang;

5.3 Mampu membuat
kebijakan yang
mengakomodasi
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik yang
berdampak positif
secara nasional.

C. Teknis
10. Penyusunan Mengembangkan | 5.1 Mengembangkan teori,
Kebijakan teori, konsep, konsep, teknik,
Bidang penyusunan, metode tahapan
Perdagangan implementasi perumusan kebijakan,
dan monitoring implementasi
evaluasi kebijakan dan evaluasi
kebijakan dan monitoring
kebijakan;

5.2 Mampu menyusun
buku, pedoman,
teknik metode
perumusan dan
penyusunan,
implementasi,
monitoring dan
evaluasi kebijakan;

5.3 Mampu memperbarui

aspek-aspek kebijakan
bidang perdagangan

sehingga menjadi
ruyjukan utama dan
mampu menjadi
mentor (nasional)
dalam penyusunan
implementasi dan
monitoring dan
evaluasi serta

pemecah masalah
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terkait kebijakan
bidang perdagangan.

11. Advokasi Mampu 5.1 Mampu
Kebijakan mengembang mengembangkan
Bidang kan, konsep, konsep, teori,
Perdagangan teori, kebijakan kebijakan, teknik

advokasi yang metode advokasi

sinergis dan kebijakan publik;

terintegrasi yang | 5.2 Mampu

berdampak mengembangkan

nasional strategi advokasi
kebijakan,
sinkronisasi dan
koordinasi
implementasi
Kebijakan yang
terintegrasi dan saling
melengkapi
(komplementer)
dengan kebijakan lain
yang dapat
memberikan dampak
positif  di tingkat
nasional;

5.3 Menjadi sumber
rujukan utama dan
mentor (nasional)
dalam pelaksanaan
advokasi kebijakan.

12. Pengelolaan Data Mampu 5.1 Mampu
dan Informasi mengembangkan mengembangkan teori,
Perdagangan konsep, konsep, dan kebijakan

teori, kebijakan, terkait pengelolaan
meyakinkan dan data dan informasi
memperoleh bidang perdagangan
dukungan dari secara nasional;
stakeholder, 5.2 Mampu meyakinkan
memastikan dan memperoleh
tersedianya dukungan dari
sumber daya stakeholder terkait
organisasi dalam pelaksanaan kegiatan
pelaksanaan pengelolaan data dan
kegiatan informasi bidang
pengelolaan data perdagangan  secara
dan informasi nasional;
bidang 5.3 Mampu memastikan
perdagangan tersedianya  sumber
secara nasional daya organisasi dalam
pelaksanaan kegiatan
pengelolaan data dan
informasi bidang
perdagangan  secara
nasional.

13. Penyelenggaraan Mampu 5.1 Mampu merumuskan
Promosi merumuskan kebijakan terkait
Perdagangan kebijakan terkait penyelenggaraan

promosi promosi perdagangan
perdagangan dan yang mendukung

merancang
strategi promosi

pertumbuhan ekspor
nasional berdasarkan
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serta strategi
pengembangan
dan penguatan
jejaring kerja
baik dengan
instansi
pemerintah
maupun dunia
usaha dari
Indonesia dan
dari negara
akreditasi

5.2

5.3

5.4

kajian yang telah
dilakukan;

Mampu merancang
pelaksanaan forum
dagang Dbagi pelaku
usaha berorientasi
ekspor atau pelaku
usaha mikro kecil dan
menengah potensial;
Mampu
mengembangkan
strategi promosi yang
berkelanjutan dengan
mempertimbangkan
tren perdagangan
internasional dan
kepentingan pasar
ekspor Indonesia;
Mampu menyediakan
dukungan kepada
perwakilan
perdagangan Republik
Indonesia terkait
strategi
pengembangan
jejaring bisnis secara
berkesinambungan.

14. Pengembangan
Produk

Mampu
merumuskan

dan menetapkan
kebijakan terkait
pengembangan
produk

5.1

5.2

5.3

Mampu merumuskan
dan menetapkan
kebijakan di bidang
pengembangan
produk yang
mendukung nation
branding ke pasar
internasional,

Mampu mendorong
pelaku usaha/
produsen/  eksportir
untuk berinovasi
dalam pengembangan
produk ekspor
nasional;

Mampu memberikan
rekomendasi
pengembangan
produk secara
nasional agar produk
potensial ekspor
Indonesia mampu
menembus pasar
internasional,

15. Pengembangan
Pasar Ekspor

Mampu
merumuskan

dan
mengembangkan
metode dan
strategi
pengembangan
pasar serta
kebijakan

5.1

5.2

Mampu merumuskan
dan menetapkan
kebijakan terkait
pengembangan pasar
yang mendukung
pertumbuhan ekspor
nasional;

Mampu memastikan
data dan informasi
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Pengembangan
Pasar
dengan
perdagangan
nasional

terkait pengembangan
pasar yang terdapat di
dalam sistem
informasi ekspor valid,
up to date dan
terintegrasi secara
nasional;

Mampu
mengembangkan
strategi pemasaran
yang berkelanjutan
dengan
mempertimbangkan
tren pemasaran
internasional dan
kepentingan pasar
ekspor Indonesia.

sesuai
target

5.3

III. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Tingkat pentingnya

Uraian terhadap jabatan

Mutlak | Penting | Perlu

A. Pendidikan | 1. Jenjang Minimal Strata 1/ Diploma IV
2. Bidang Semua Jurusan
[Imu
B. Pelatihan 1. Manajerial | Diklat PIM Tingkat v
I
2. Teknis
3. Fungsional
C. Pengalaman kerja Memiliki v
pengalaman paling
singkat 6 (enam)
tahun sebagai JPT
Pratama dan/atau
Jabatan
Fungsional Ahli
Utama
D. Pangkat v/d
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas penetapan kebijakan bidang

pengembangan ekspor nasional.

2. Kualitas peningkatan daya saing produk
ekspor.

3. Kualitas peningkatan diversifikasi pasar dan
produk ekspor yang berdaya saing.

4. Kuantitas pelaksanaan promosi dagang dan
kampanye pencitraan.

5. Kualitas peningkatan kinerja perwakilan
perdagangan di luar negeri.

6. Kuantitas laporan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan di bidang

pengembangan ekspor nasional.
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7. Standar Kompetensi Jabatan Inspektur Jenderal

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

Inspektur Jenderal

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
Perdagangan
1-02-44-00-70-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan
Kementerian Perdagangan yang mencakup kegiatan
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar tugas dan fungsi

organisasi dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi | Level | Deskripsi ‘ Indikator Kompetensi

A. Manajerial

5.1 Mempertahankan
tingkat standar
keadilan dan etika
yang tinggi dalam
perkataan dan
tindakan sehari-hari
yang dipatuhi oleh
seluruh pemangku
kepentingan pada
lingkup instansi yang
dipimpinnya;

Menjadi “role model” /
keteladanan dalam
penerapan standar
keadilan dan etika
yang tinggi di tingkat
nasional;

Membuat konsep
kebijakan dan strategi
penerapan sikap
integritas dalam
pelaksanaan tugas dan
norma-norma yang
sejalan dengan nilai
strategis organisasi.

1. Integritas 5 Mampu menjadi
role model dalam
penerapan

standar keadilan
dan etika di

tingkat nasional

5.2

5.3

2. Kerjasama S Menciptakan 5.1 Menciptakan

situasi

kerja
sama secara
konsisten, baik di
dalam maupun di
luar instansi

5.2

hubungan kerja yang
konstruktif dengan
menerapkan norma /
etos / nilai-nilai kerja
yang baik di dalam dan
di luar organisasi;
meningkatkan
produktivitas dan
menjadi panutan
dalam organisasi;
Secara konsisten
menjaga sinergi agar
pemangku
kepentingan dapat
bekerja sama dengan
orang di dalam
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5.3

maupun di luar
organisasi;
Membangun
konsensus untuk
menggabungkan
sumberdaya dari
berbagaipemangku
kepentingan untuk
tujuan bangsa dan
negara.

3. Komunikasi

Menggagas
sistem
komunikasi yang
terbuka  secara
strategis untuk
mencari solusi
dengan  tujuan
meningkatkan
kinerja

5.1

5.2

5.3

Menghilangkan
hambatan
komunikasi; mampu
berkomunikasi dalam
isu-isu nasional yang
memiliki resiko tinggi,
menggalang hubungan
dalam skala strategis
di tingkat nasional;
Menggunakan saluran
komunikasi formal dan
non formal guna
mencapai kesepakatan
dengan tujuan
meningkatkan kinerja
di tingkat
instansi/nasional,;
Menggagas sistem
komunikasi dengan
melibatkan pemangku
kepentingan sejak dini
untuk mencari solusi
dengan tujuan
meningkatkan kinerja
di tingkat
instansi/nasional.

4. Orientasi pada
hasil

Meningkatkan
mutu pencapaian
kerja organisasi

5.1

5.2

5.3

Memastikan kualitas
sesuai standar dan
keberlanjutan hasil
kerja organisasi yang
memberi kontribusi
pada pencapaian
target prioritas
nasional;

Memastikan
tersedianya  sumber
daya organisasi untuk
menjamin tercapainya
target prioritas
instansi/nasional,
Membuat  kebijakan
untuk menerapkan
metode kerja yang
lebih efektif-efisien
dalam mencapai
tujuan prioritas
nasional.

5. Pelayanan Publik

Mampu
memastikan
kebijakan-

5.1

Mampu menciptakan
kebijakan  kebijakan
pelayanan publik yang
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kebijakan
pelayanan publik
yang menjamin
terselenggaranya
pelayanan publik
yang objektif,
netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif,
serta tidak | 5.2
terpengaruh
kepentingan
pribadi/
kelompok/partai
politik

5.3

terselenggaranya
pelayanan publik yang
objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif, serta
tidak terpengaruh
kepentingan
pribadi/kelompok/par
tai politik;
Menginternalisasikan
nilai dan semangat
pelayanan publik yang
mengikuti standar
objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif,
transparan, tidak
terpengaruh
kepentingan
pribadi/kelompok
kepada setiap individu
di lingkungan
instansi/nasional,;
Menjamin
terselenggaranya
pelayanan publik yang
objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif, serta
tidak terpengaruh
kepentingan
pribadi/kelompok/par
tai politik.

6. Pengembangan diri
dan orang lain

Menciptakan 5.1
situasi yang
mendorong
organisasi untuk
mengembangkan
kemampuan
belajar secara
berkelanjutan
dalam rangka | 5.2
mendukung
pencapaian hasil

5.3

Menciptakan  situasi
yang mendorong
individu, kelompok,
unit kerja untuk
mengembangkan
kemampuan  belajar
secara berkelanjutan
ditingkat instansi;
Merekomendasikan /
memberikan
penghargaan bagi
upaya pengembangan
yang berhasil,
memastikan
dukungan bagi orang
lain dalam
mengembangkann
kemampuan dalam
unit kerja di tingkat
instansi;

Secara berkelanjutan,
mencari cara-cara
baru untuk memberi
nilai tambah  bagi
perubahan yang
tengah dijalankan agar
memberi manfaat yang
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lebih besar bagi para

pemangku
kepentingan.
7. Mengelola Memimpin, 5.1 Membuat kebijakan-
Perubahan menggalang dan kebijakan yang
menggerakan mendorong perubahan
dukungan yang berdampak pada
pemangku pencapaian  sasaran
kepentingan prioritas nasional;
untuk 5.2 Menggalang dan
menjalankan menggerakan
perubahan dukungan para
secara pemangku
berkelanjutan kepentingan untuk
pada tingkat mengimplementasikan
instansi/ perubahan yang telah
nasional ditetapkan;

5.3 Secara berkelanjutan,
mencari cara-cara
baru untuk memberi
nilai tambah  bagi
perubahan yang
tengah dijalankan agar
memberi manfaat yang
lebih besar bagi para
pemangku
kepentingan.

8. Pengambilan Menghasilkan 5.1 Menghasilkan solusi
Keputusan solusi dan yang dapat mengatasi
mengambil permasalahan jangka
keputusan untuk panjang;
mengatasi 5.2 Menghasilkan  solusi
permasalahan strategis yang
jangka panjang/ berdampak pada
strategis, tataran
berdampak instansi/nasional,;
nasional 5.3 Membuat keputusan
atau kebijakan yang
berdampak nasional
dengan memitigasi
risiko yang mungkin
timbul.
B Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa Wakil pemerintah | 5.1 Menjadi wakil
untuk pemerintah yang
membangun mampu membangun
hubungan sosial hubungan sosial
psikologis psikologis dengan
masyarakat sehingga
menciptakan
kelekatan yang kuat
antara ASN dan para
pemangku
kepentingan serta
diantara para
pemangku
kepentingan itu
sendiri;
5.2 Mampu

mengkomunikasikan
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dampak risiko yang

teridentifikasi dan
merekomendasikan
tindakan korektif
berdasarkan
pertimbangan
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik untuk
membangun
hubungan jangka
panjang;

5.3 Mampu membuat
kebijakan yang
mengakomodasi
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik yang
berdampak positif
secara nasional.

C. Teknis
10. Tindak Lanjut Mampu 5.1 Mampu menjelaskan
Hasil mengembangkan proses perbaikan
Pengawasan rancangan pelaksanaan kegiatan
penyelesaian penyelesaian  tindak
tindak lanjut lanjut hasil
hasil pengawasan pengawasan.

5.2 Mampu menjelaskan
rencana aksi
rancangan
pengembangan
kegiatan penyelesaian
tindak lanjut hasil
pengawasan.

11. Penyusunan Mampu 5.1 Mampu

Kebijakan Teknis mengembangkan mengembangkan teori,

Pengawasan teori, konsep, konsep, metode

Internal teknik, dan/atau tahapan penyusunan

Kementerian metode kebijakan teknis,

Perdagangan penyusunan, implementasi
implementasi, kebijakan, dan
monitoring dan monitoring dan
evaluasi evaluasi kebijakan
kebijakan teknis teknis Pengawasan

Pengawasan Internal;

Internal 5.2 Mampu menyusun
buku, pedoman,
metode tahapan
penyusunan,
implementasi,
monitoring, dan
evaluasi kebijakan
teknis Pengawasan

Internal;
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5.3

Mampu memperbarui
aspek-aspek terkait
kebijakan Manajemen
sumber daya manusia
ASN sehingga dapat
menjadi rujukan
utama, dan menjadi
mentor (nasional)
dalam  penyusunan,
implementasi, dan
monitoring dan
evaluasi serta
pemecahan masalah
terkait kebijakan
Pengawasan Internal.

12. Penyelenggaraan
Pengawasan
Internal

Mampu
merumuskan
kebijakan
penyelenggaraan
pengawasan
internal dan
memfasilitasi
pelaksanaannya
secara konsisten

5.1

5.2

5.3

Melakukan
harmonisasi program
pengawasan internal
KPPA dengan program-
program pengawasan
oleh BPKP dan
eksternal oleh BPK;
Mengkoordinasikan
unit-unit teknis untuk
melaksanakan SPIP
secata konsisten
dalam rangka
menjamin kepatuhan
(compliance) terhadap
pelaksanaan
peraturan perundang-
undangan yang
berlaku;

Memfasilitasi unit-unit
kerja Kementerian
Perdagangan  untuk
menerapkan
ketentuan-ketentuan
dalam sistem
pengendalian internal
pemerintah (SPIP)
sesuai ketentuan
peraturan perundang-
undangan yang
berlaku.

13. Pengawasan atas
Tata Kelola,
Manajemen
Risiko, dan
Pengendalian

Meyakinkan
penerapan Tata
Kelola,
Manajemen
Risiko, dan
Pengendalian
organisasi dalam
kegiatan  audit,
kesesuaian
metodologi audit
intern dengan
Tata Kelola,
Manajemen
Risiko, dan
Pengendalian,

5.1

5.2

Mampu memberikan
edukasi kepada
Pimpinan
Kementerian/
Lembaga/ Pemerintah
Daerah mengenai
praktik terbaik terkait
tata kelola, risiko, dan
pengendalian serta
budaya kesadaran
atas risiko kecurangan
(fraud);

Mampu
mengembangkan
kebijakan kesesuaian
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dan kerangka tata kelola,
mengevaluasi risiko, dan
Tata Kelola, pengendalian yang
Manajemen dimiliki;
Risiko, dan | 5.3 Mampu
Pengendalian mengembangkan
organisasi, kebijakan identifikasi
memberikan titik kritis Tata Kelola,
pandangan yang Manajemen Risiko,
komprehensif dan Pengendalian
mengenai  profil dalam penugasan
risiko organisasi audit intern;
saat ini dan | 5.4 Mampu
perkembanganny mengembangkan
a konsep pemahaman
atas proses-proses
yang digunakan untuk
mendukung
investigasi atas
penipuan (fraud).
14. Pelaksanaan Mampu 5.1 Mampu
Standar Audit mengembangkan mengembangkan
kebijakan kebijakan penerapan
penerapan standar audit dalam
standar audit dan penugasan audit
mengembangkan intern;
serta memelihara | 5.2 Mampu memimpin
QAIP implementasi Standar
Audit Intern pada
APIP;

5.3 Mampu
mengembangkan
kebijakan pendekatan
berbasis risiko dalam
penyusunan Rencana
Pengawasan Tahunan
(RPT) sesuai Standar
Audit Intern, serta
melakukan
penyesuaian apabila
dibutuhkan;

5.4 Mampu menetapkan
dan memelihara
program
pengembangan dan
penjaminan  kualitas
(quality assurance and
improvement program).

15. Manajemen Audit Mampu 5.1 Mampu mendukung

Intern memberikan fungsi dan

masukan kepada menanamkan nilai
pimpinan audit intern dalam
organisasi, organisasi;
mampu menjadi | 5.2 Mampu
katalisator mengembangkan
perubahan, dan kebijakan = mengenai
menerapkan ekspektasi dan tujuan
perencanaan bisnis yang jelas serta
audit tahunan mengaitkannya

berbasis risiko
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yang sesuai dengan strategi
dengan standar organisasi;

5.3 Mampu menetapkan
standar kinerja
dengan jelas untuk
pegawai pada unit
dengan fungsi
pengawasan,;

5.4 Mampu
mengembangkan alat
penilaian dan
pengujian yang
beragam untuk
menilai kompetensi
dan kapabilitas
pegawai pada unit
dengan fungsi
pengawasan.

III. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Tingkat pentingnya
Uraian terhadap jabatan

Mutlak | Penting | Perlu

Pendidikan | 1. Jenjang

Minimal Strata 1/ Diploma IV

2. Bidang
[Imu

Semua Jurusan

Pelatihan 1. Manajerial

Diklat PIM Tingkat I v

2. Teknis

3. Fungsional

Pengalaman kerja

Memiliki
pengalaman paling
singkat 6 (enam)
tahun sebagai JPT v
Pratama dan/atau
Jabatan Fungsional
Ahli Utama

. Pangkat

v/d

=|o

Indikator Kinerja Jabatan

1.

2.

Kualitas peningkatan efektivitas pengawasan
internal.

Kualitas penyelesaian aduan masyarakat
dan tindak lanjut rekomendasi hasil
pengawasan.

Kualitas  peningkatan  birokrasi  yang
transparan, akuntabel, dan bersih.
Kuantitas laporan monitoring dan evaluasi
kebijakan teknis pengawasan internal.
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8. Standar Kompetensi Jabatan Kepala Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi

Nama Jabatan

Kelompok Jabatan

Urusan Pemerintah

Kode Jabatan

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

Perdagangan
1-02-44-00-80-000

JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Menyelenggarakan
kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan, dan
pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi
gudang dan pasar lelang komoditas sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar visi
dan misi organisasi tercapai.

perumusan

dan  pelaksanaan

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

‘ Level ‘

Deskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

5

Mampu menjadi
role model dalam
penerapan
standar keadilan
dan etika di
tingkat nasional

5.1

5.2

5.3

Mempertahankan
tingkat standar
keadilan dan etika
yang tinggi dalam
perkataan dan
tindakan sehari-hari
yang dipatuhi oleh
seluruh pemangku
kepentingan pada
lingkup instansi yang
dipimpinnya;
Menjadi “role model” /
keteladanan dalam
penerapan standar
keadilan dan etika
yang tinggi di tingkat
nasional;

Membuat konsep
kebijakan dan strategi
penerapan sikap
integritas dalam
pelaksanaan tugas
dan norma-norma
yang sejalan dengan
nilai strategis
organisasi.

2. Kerjasama

Menciptakan
situasi kerja
sama secara
konsisten, baik di
dalam maupun di
luar instansi

5.1

5.2

Menciptakan
hubungan kerja yang
konstruktif dengan
menerapkan norma /
etos / nilai-nilai kerja
yang baik di dalam
dan di luar organisasi;
meningkatkan
produktivitas dan
menjadi panutan
dalam organisasi;
Secara konsisten
menjaga sinergi agar
pemangku
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5.3

kepentingan dapat
bekerja sama dengan
orang di dalam
maupun di luar
organisasi;
Membangun
konsensus untuk
menggabungkan
sumberdaya dari
berbagaipemangku
kepentingan untuk
tujuan bangsa dan
negara.

3. Komunikasi

Menggagas
sistem
komunikasi yang
terbuka  secara
strategis untuk
mencari  solusi
dengan  tujuan
meningkatkan
kinerja

5.1

5.2

5.3

Menghilangkan
hambatan
komunikasi; mampu
berkomunikasi dalam
isu-isu nasional yang
memiliki resiko tinggi,
menggalang
hubungan dalam
skala  strategis di
tingkat nasional;
Menggunakan saluran
komunikasi formal
dan non formal guna
mencapai
kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan
kinerja di tingkat
instansi/nasional,;
Menggagas sistem
komunikasi  dengan
melibatkan pemangku
kepentingan sejak dini
untuk mencari solusi
dengan tujuan
meningkatkan kinerja
di tingkat
instansi/nasional.

4. Orientasi pada
hasil

Meningkatkan
mutu pencapaian
kerja organisasi

5.1

5.2

5.3

Memastikan kualitas
sesuai standar dan
keberlanjutan hasil
kerja organisasi yang
memberi  kontribusi
pada pencapaian
target prioritas
nasional;
Memastikan
tersedianya  sumber
daya organisasi untuk
menjamin tercapainya
target prioritas
instansi/nasional,
Membuat kebijakan
untuk menerapkan
metode kerja yang
lebih efektif-efisien
dalam mencapai
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tujuan prioritas
nasional.

5. Pelayanan Publik Mampu 5.1 Mampu menciptakan
memastikan kebijakan kebijakan
kebijakan- pelayanan publik yang
kebijakan terselenggaranya
pelayanan publik pelayanan publik yang
yang menjamin objektif, netral, tidak
terselenggaranya memihak, tidak
pelayanan publik diskriminatif, serta
yang objektif, tidak terpengaruh
netral, tidak kepentingan
memihak, tidak pribadi/kelompok/par
diskriminatif, tai politik;
serta tidak | 5.2 Menginternalisasikan
terpengaruh nilai dan semangat
kepentingan pelayanan publik yang
pribadi/ mengikuti standar
kelompok/partai objektif, netral, tidak
politik memihak, tidak

diskriminatif,
transparan, tidak
terpengaruh
kepentingan
pribadi/kelompok
kepada setiap individu
di lingkungan
instansi/nasional;

5.3 Menjamin
terselenggaranya
pelayanan publik yang
objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif, serta
tidak terpengaruh
kepentingan
pribadi/kelompok/
partai politik.

6. Pengembangan diri Menciptakan 5.1 Menciptakan situasi

dan orang lain situasi yang yang mendorong
mendorong individu, kelompok,
organisasi untuk unit  kerja  untuk
mengembangkan mengembangkan
kemampuan ke